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ABSTRAK

Nama : Yudhi Huang
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Hak Pengasuhan Anak Di Bawah Umur Oleh Ayah Dalam Hal

Terjadi Perceraian.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) y ang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi terkadang tujuan membentuk
suatu keluarga yang kekal tidak dapat di laksanakan karena terdapat perbedaan-
perbedaan yang tidak dapat lagi di tolerir, sehingga ikatan perkawinan tersebut
harus terputus. Ketika suatu ikatan perkawinan terputus terdapat akibat-akibat yang
mengikuti di belakangnya, salah satunya ialah mengenai pengasuhan anak. Faktor-
faktor apa saja yang menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah
umur tidak diberikan kepada pihak ibu dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh
pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika terjadi
perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis
normatif (penelitian kepustakaan). Dzta yang digunakan adalah data primer berupa
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keluarga dan anak, selain
didukung dengan data sekunder berupa literatur buku dan tulisan yang di dalamnya
membahas mengenai keluarga dan anak. Yang kemudian dianalisa secara kualitatif
dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak
asuh anak yang masih dibawah umur yang diberikan kepada pihak ayah sehingga
dapat diketahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Terdapat beberapa hal yang
menyebabkan hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan
kepada ibu karena kebiasaan ataupun tabiat ibu yang tidak baik, kondisi lingkungan
yang kurang baik sehingga dapat menyebabkan anak tersebut tidak tumbuh dengan
baik. Hal yang dapat dilakukan seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh anaknya
yang masih di bawah umur ialah dengan cara membuktikan ketidak patutan ibu dani
anak yang masih di bawah umur terscbut untuk mengasuh, ataupun juga dengan
cara melakukan persetujuan dengan mantan istri untuk mengasuh anaknya yang
masih di bawah umur. Sebaiknya perceraian yang terjadi tidak menyebabkan
perselisihan antara suami-isteri agar kondisi yang tidak harmonis tersebut
berdampak buruk terhadap anak, selain itu dalam memutuskan kasus perceraian
hakim dapat meminta bantuan kepada komisi perlindungan anak agar kondisi
kejiwaan anak lebih terperhatikan.

Kata kunci:
Pengasuhan, Anak, Ayah.
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ABSTRACT

Name : Yudhi Huang
Major : Magister Kenotariatan
Title : Minor Children Custody Right by Father In A Divorce

A marriage according to Article 1 of the Marriage Act, Act Number 1 of 1974 is
an internal and physical bond between a man and a woman as the husband and wife to
form a happy and lasting family based ona faith to God Almighty. Sometimes the
objective to form a lasting family can not be fulfilled because of unsolved differences,
therefore the matrimony bond can be broken. When the bond is broken there are
consequences, among other things is child custody. In the researched factors that can
cause child custody for minor to the father instead of the mother, and guidelines for the
father to get the legal custody for a child in a divorce. This research’s methodology is
Yuridis Normative (Library research) focus on marriage laws. The data sources are
from secondary data that has been analyze qualitatively which are regulations related to
child custody right for minor children compare with the regulations applied in reality.
The result of this research for child custody, there are factors that make child custody
not to be given to the mother, such as bad behavior, unsupported residential
environment, etc. in order to get the child custody, the father should prove that the
mother is not suitable to raise the child, or making an arrangement on the child custody.

_ A divorce should not be worsen by conflict in court, so it will not add the negative
effect to the children, and in deciding a divorce case, the judges can ask assistant from
Child Protection Commission for the best interest of the child psychology

Keywords:
Custody, child, father

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



DAFTARISI

KATA PENGATAR

ABSTRAK

DAFTAR IS1

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. POKOK PERMASALAHAN
C. METODE PENELITIAN

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 11 HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HAL
TERJADINYA PERCERAIAN
A. TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN HUKUM PERCERAIAN
1. Konsepsi Perceraian
2. Jenis dan Alasan Perceraian
3. Tata Cara Perceraian

4. Akibat Hukum Perceraian

B. HAK ASUH ORANG TUA YANG BERCERAI BAGI ANAK DI BAWAH
UMUR
1. Konsepsi Pengasuhan Oleh Orang Tua

2. Perwalian

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008

12

23

32

32

36



3. Kedudukan Anak

4. Kedewasaan dan Anak Di bawah Umur

C. CONTOH KASUS DAN ANALISA

1. Kasus Tentang Ayah Mendapatkan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

2. Analisa Pokok Permasalahan
BAB I1I PENUTUP
A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

vi

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008

40

45

51

Sl

57

62

62

63

65



BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan yﬁri-hari manusia selalu berhubungan antara yang s4tu
dengan lainnya dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Pada waktu kecil if
akan berhubungan dengan keluarga yaitu ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Seiring
dengan bertambah dewasanya seseorang, % akan berhubungan dengan orang-orang
lain di luar keluarganya yaitu masyarakat.

Pada dasarnya kebutuhan manusia di dunia adalah sama, yaitu terdiri dan
kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Masing-masing kebutuhan ini sama
nilainya dalam kehidupan manusia, sehingga agar terdapat keseimbangan maka
kedua kebutuhan tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa, guna mempertahankan
kelangsungan kehidupan yang damai dalam masyarakat.

Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, berkembang pula daya pikir
seseorang. Dari hal tersebut maka dapatlah timbul keinginan untuk hidup bersama
untuk membentuk suatu persatuan dalam suatu bentuic perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UUP) adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Jika kita melihat dari dalam pasal tersebut di atas, dapatlah diambil
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kesimpulan bahwa tujuan utama dari diadakannya suatu perkawinan ialah untuk
membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal untuk selamanya
perdasarkan K etuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam menjalani bahtera
perkawinan, seseorang (baik itu suami ataupun istri) memiliki hak dan kewajibannya
masing-masing sebagai individu yang telah bersatu dalam suatu perkawinan. Selain
dan tujuan yang telah disebutkan diatas, tentu dalam suatu perkawinan yang
dilangsungkan terdapat tujuan lainnya yang tidak kalah penting y aitu memperoleh
anak untuk melanjutkan keturunan kedua orang tersebut.

Hak dan kewajiban sescorang yang telah berkeluarga akan bertambah seiring
dengan waktu ketika dalam perkawinan tersebut telah di karuniai anak yaitu hak dan
kewajiban sebagai orang tua. Kewajiban dari orang tua ialah memelihara, menjaga,
serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya sehingga anak tersebut tumbuh dan
berkembang sebagai anak yang baik budi dan pekertinya.

Dalam suatu perkawinan suami-istri haruslah saling membantu dan
melengkapi, schingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk
membantu tercapainya k esejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. N amun ada saat
dimana pasangan suami-istri yang pada mulanya berbahagia dan berjanji untuk setia
sehidup semati, serta tclah memiliki keturunan, tidak dapat mempertahankan
kebahagiaan dan kebersamaan yang dikarenakan oleh berbagai hal.

Ketika hal tersebut di atas semakin larut dan tidak dapat diatasi lagi, dalam
hal ini perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan maka jalan yang dapat ditempuh

oleh pasangan suami-istni tersebut ialah melakukan pengakhiran perkawinan mercka

dengan cara melakukan perceraian.
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Menurut Prof. Subekti “Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan
putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.!
Pasal 38 UUP menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:
a. Kematian;
b. Perceraian;
¢. Atas keputusan pengadilan.
Diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, (PP No. 9 Tahun 1975) menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan

dasar untuk melakukan perceraian, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun benturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai swami/ istri;

' Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 29, (Jakanta: Internusa, 2001), hal. 42.
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f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada dasarnya untuk melakukan svatu perceraian di dalam sistem hukum
Indonesia tidaklah mudah, karena seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum
dari Undang-undang Perkawinan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk
membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera.

Suatu perkawinan maka suami-istri pada hakekatnya diharapkan dapat
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal s chingga perceraian sejauh mungkin
dapat dihindarkan. Namun bila suami-istni tersebut tidak dapat diharapkan sama
sekali untuk hidup bersama sebagai suami-istri atau karena,alasan-alasan tersebut
yang ditentukan oleh Undang-undang, maka suami-istri tersebut dapat nielakukan
perceraian. Jadi perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip kekal abadinya
perkawinan.’ Dengan kata lain sebenamya dalam hukum kekeluargaan Indonesia,
perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan dalam
suatu perkawinan untuk menyelesaikan segala masalah yang terjadi di dalam rumah
tangga tersebut.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang
berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua
belah pihak dan tidak berhasil.’ Ketika suatu perceraian telah menjadi jalan yang

memang harus ditempuh dan dimana dalam perkawinan telah terdapat keturunan,

? Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjaricf, Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia, (Jakarta: Badan Pencerbit Fakultas Hukum Universitas Indoncsia, 2004), hal. 105.

Y 1bid.,
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anak-anak hasil perkawinan diperbolchkan memutuskan untuk berada dalam asuhan

ayah atau ibunya, ketika anak-anak tersebut telah mencapai usia dewasa.

Proses sidang di pengadilan akan menjadi rumit ketika anak-anak dalam
perkawinan tersebut masih belum mencapai usia dewasa dan memutuskan akan
berada dalam asuhan ayah atau ibunya, karena masing-masing pihak yang bercerai
akan berusaha untuk mendapatkan hak untuk mengasuh anak-anak mereka. Pada
umumnya anak yang masih di bawah umur hak asuhnya akan diberikan kepada pihak

ibu, tetapi terdapat juga dimana hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada pihak

ayah.
Pada Pasal 41 huruf a Undang-undang Perkawinan diatur ketentuan:

1. baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

2. bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi

keputusannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas dapat dilihat bahwa hukum
memberikan hak kepada kedua orang tua untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap
anak-anak mereka sesudah perceraian. Kedua orang tua mempunyai hak yang sama

untuk melaksanakan segala kebutuhan anak-anak mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa
hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak di bawah umur bilamana terjadi

perceraian antara kedua orang tuanya terutama hak asuh yang diberikan kepada pihak

ayah.
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B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin

merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh

terhadap anak yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu?

2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh

terhadap anak di bawah umur jika terjadi perceraian?

C. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode
~penelilian hukum yuridis nommatif. Penelitian hukum dengan sifat deskriptif
ditujukan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala
atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, atau secara
singkat untuk memberikan gambaran umum terhadap apa yang ditelitj.*

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian terhadap sistematika
hukum, yang membahas hubungan hukum antara para pihak yang berkepentingan
untuk mengasuh dalam proses perceraian. Dalam melakukan penelitian hukum
normatif, penulis akan ‘mengumpulkan data dengan alat pengumpulan data berupa
studi dokumen dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait yang kompeten dan

berwenang dengan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi

dalam penulisan tesis ini.

‘SrM amudji, Etal., Metode P enclitian Dan P emdisan H ukum, (Jakarta: B adan P enerbit
Fakultas Hukum Universitas Indoncsia, 2005), hal. 4.
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Studi dokumen yang digunakan penulis mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.
Penulis menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan
penulisan tesis ini.

2. Bahan hukum sckunder, merupakan bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis akan
mencari artikel, koran, literatur buku-buku dan hasil penelitian atau tulisan
yang berkaitan dengan tesis yang dibuat penulis.

3. Bahan hukum tertier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan

ensiklopedia.

Data sekunder tersebut kemudian di olah dan di analisa dengan pendekatan
kualitatif, yaitu pengolahan data yang menghasilkan data d ari proses analisa y ang
bersifat eksploratif sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu data yang bersifat
lugas dan kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk

menjawab permasalahan yang terdapat dalam tesis ini.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini dalam beberapa bab untuk
memudahkan pemahaman terhadap isi dari karya tulis ilmiah ini serta untuk
memberikan gambaran secara garis besar yang terbagi dalam bab-bab berikut ini:

Bab I :  PENDAHULUAN
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Bab I1

Bab 111

Pada bab pendahuluan karya tulis ilmiah ini di uraikan mengenai

latar belakang permasalahan, identifikasi dan perumusan masalah,

metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan

penulis.

HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH AYAH

DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN

Bab ini dibagi oleh penulis secara sistematis menjadi beberapa sub

bab yang menguraikan dan menganalisa pokok permasalahan, yaitu:

1. konmsep dasar hukum/ peraturan yang berkaitan dengan
permasalahan dalam hukum keluarga, terutama mengenai
perceraian.

2. konsep hak asuh yang berlaku di Indonesia,

3. analisa serta interpretasi dari penulis terhadap pokok-pokok

permasalahan dalam tesis ini.

» PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dari
hasil analisa dan interpretasi terhadap pokok-pokok permasalahan
sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan
tersebut akan dikembangkan untuk memberikan saran-saran

perbaikan untuk perkembangan hukum keluarga di Indonesia.
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BAB 1l
HAK PENGASUHAN ANAK DI BAWAH UMUR

DALAM HAL TERJADINYA PERCERAIAN

A. TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN HUKUM PERCERAIAN
1. Konsepsi Perceraian

Kehidupan bersama yang kekal dan berbahagia dalam hidup bersama tidak
dapat dicapai oleh seluruh pasangan suami isteri dalam perkawinan. Sebagian dan
pasangan suami-istri yang pada mulanya berbahagia dan berjanji untuk setia sehidup
semati, serta telah memiliki keturunan, akan tetapi tidak dapat mempertahankan
kebahagiaan dan kebersamaan itu dengan berbagai sebab. Pada umumnya hancumya
kerukunan suami isteri dimulai dengan konflik, baik dalam bentuk perselisihan
terbuka di antara keduanya maupun konflik yang terpendam dalam hati dan alam
pikiran masing-masing. Ketika konflik itu mencapai puncaknya dan kehidupan
bersama dalam perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi maka kedua atau salah satu
dari pasangan suami isteri itu sampai pada keputusan untuk memutuskan perkawinan
atau melakukan perceraian.

Menurut Subekti Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan
hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.’ Perceraian merupakan

bagian dari putusnya perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Undang-

3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXIX, (Jakarta: Internusa, 2001), hal 42.

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,
perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak dari pasangan
suami isteri tidak diatur secara lengkap dalam Undang-undang Perkawinan terkecuali
menetapkannya dalam Pasal 38 sebagaimana telah diuraikan di atas. Putusnya
perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan secara wajar karena
kematian adalah suatu hal yang terjadi di luar kemampuan dan bukan suatu hal yang
dikehendaki, namun kematian itu tidak dapat dihindarkan sehingga mau tidak mau
teadi putusnya perkawinan karena kematian®,

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan
pelaksanaan dari Undang-undang Perkawinan tidak mengatur hal itu secara
terperinci. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur pembtuktian
tentang telah terjadinya putus perkawinan karena kematian jika seseorang yang telah
ditinggalkan karena kematian oleh pasangannya itu akan menikah kembali.

Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 menetapkan bahwa Pegawai Pencatat yang
akan menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti
apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan
perkawinan menurut undang-undang. Salah satu yang diteliti itu adalah Surat
Kematian isteri atau suami yang terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf e apabila isteri atau suami yang terdahulu itu telah meninggal dunia atau secara

hukum dapat dikatakan bahwa pasangan suami isteri terdahulu telah mengalami

putus perkawinan karena kematian.

® Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjancf,. Op.Cit., hal. 103 dan 104.
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Dalam penjelasan Pasal 6 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 diterangkan bahwa
Surat Kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat
kediaman suami atai isteri terdahulu. Apabila Lurah/ Kepala Desa tidak dapat
memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai
kematian itu, maka dapat diberikan ketcrangan lain yang sah atau k;:tcrangan yang
diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.’
Meninggal d unia dari salah satu pasangan suami isteri dapat terjadi karena
meninggal secara nyata dalam arti diketahui langsung oleh isteri atau svami dan
kaum k erabat tetapi juga dapat dinyatakan adanya d ugaan hukum yang ditetapkan
oleh Pengadilan. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 6 huruf f yang
menyatakan bahwa apabila seorang meninggalkan tempat kediaman agak lama tanpa
mengatur pengurusan kepentingan-kepentingannya, maka peraturan perundang-
undangan mengatur tindakan-tindakan yang perlu diambil secara berturut-turut
sebagai berikut: ®
a. Tindakan sementara dari Pengadilan Negeri guna menyelamatkan
kepentingan-kepentingan yang oleh karena perginya seseorang itu akan
terlantar, terutama mengenai barang-barang kekayaan orang yang berpergian
itu dan yang tidak diurus sama sekali.
b. Pemutusan oleh Pengadilan Negeri tentang adanya dugaan hukum bahwa

seseorang yang berpergian itu sudah meninggal dunia.

” Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor | Tahun 1974, LN. No. 12 Tahun 1975, T.L.N. No. 3050, Penjclasan Pasal 6 huruf f.

® Lauf, H.M. Djamil, Ancka Hukum Perceraian di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1981, hal. 87-88.
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Putusan Pengadilan Negeri mengenai adanya dugaan hukum bagi orang yang
bepergian sudah meninggal dunia sudah barang tentu akan menimbulkan akibat

hukum seperti halnya orang yang telah meninggal dunia secara nyata.

2. Jenis dan Alasan Perceraian
a. Jenis Perceraian

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang
Perkawinan (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian
dalam PP No. 9 Tahun 1975 (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik

kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:’

1) Cerai talak

Istilah cerai talak disebut oleh penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975
dengan pangaturan tata cara perceraiannya yang diatur dalam Pasal 14 sampai
dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 39
Undang-undang Perkawinan. Cerai talak ini hanya berlaku bagi yang beragama Islam
seperti yang dirumuskan dalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan
bahwa apabila seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama
Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di
tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan
istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta mcminta kepada Pengadilan agar

diadakan sidang untuk keperluan itu.

* K. Wantjik Salch, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980) hal. 37.
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2) Cerai gugat

Yang dimaksud dengan Cerai gugat ini adalah perceraian yang disebabkan
oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu olch salah satu pihak kepada Pengadilan
dan dengan suatu putusan Pengadilan. Bagi pemeluk agama Islam hanya berlaku

bagi isteri yang menghendaki cerai dari suaminya.

b. Alasan Perceraian

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan diterangkan bahwa
karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan
sejahtera, maka Undang-undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar

terjadinya_perceraian. Déngan demikian maka untuk memungkinkan tefjadinya

perceraian, harus ada a lasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di d epan sidang

pengadilan.

Mencermati isi penjelasan umum Undang-undang Perkawinan, Prof.
Wahyono menyimpulkan bahwa prinsip Undang-undang ini sejauh mungkin
menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam Undang-
undang tersebut dengan pengaturan yang ditentukan hanyalah merupakan
pengecualian. Untuk dapat melaksanakan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu
serta dilakukan di depan sidang pengadilan.'®

Sebagai pengaturan terhadap prinsip mempersukar perceraian sebagaimana

hendak diwnjudkan oleh Undang-undang Perkawinan maka dalam Pasal 39 Undang-

'® Wahyono Darmabrata dan Surini Ablan Sjarif, Op.Cir., hal. 105,
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undang Perkawinan disebutkan bahwa untuk bercerai harus ada cukup alasan, bahwa

antara suami-istri itu tidak akan dapat saling hidup rukun sebagai suami istri.

Mengenai alasan itu melalui Undang-undang Perkawinan kita dapati dalam

penjelasan resmi terhadap pasal 39 terscbut di atas yang kemudian dituangkan

kembali secara utuh pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang mengemukan bahwa

. . . . 1
alasan-alasan untuk melaksanakan perceraian itu adalah sebagai berikut:'

a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain
sebagainya yang sukar di sembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa
izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri,

Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara Perceraian

Dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa gugatan perceraian

diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut yang dimaksud

"R Sardjono, Masalah Perceraian, (Jakana: Academica, 1979), hal. 20.
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adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri

bagi yang lainnya (Pasal 63 (1) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 16 PP No. 9

Tahun 1975).

Tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Bab V Pasal 14
sampai dengan 36 dan di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 (Undang-undang Peradilan Agama)

yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan.

a. Cerai Talak

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan antara lain bahwa seorang suami
yang telah melangsungkz_m perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan
isterinya mengajukan surat kepada Pengadilan (Agama) di tempat tinggalnya yang
berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan
alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk
keperluan i tu (Pasal 14). Didalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 ini
dinyatakan bahwa pasal tersebut berikut Pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur
tentang Cerai Talak dan dengan demikian pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi
bukan penganut agama Islam.

Didalam pasal-pasal tersebut diatur nnmrz; lain hal-hal sebagai berikut:

1) Pengadilan selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan

isterinya untuk diminta penjelasan.
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2) Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu
apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isteri
itu tidak mungkin lagi didamaikan.

3) Setelah sidang maka Ketua Pengadilan membuat surat ketcrangan tentang
perceraian tersebut.

4)  Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang
pengadilan.

Salah satu tata cara cerai talak yang membedakannya dengan cerai gugat adalah

dilakukannya ikrar talak seperti halnya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) sampai dengan

(6) Undang-undang Peradilan Agama.

Setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin
lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan
bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan terscbut isteri dapat
mengajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang
tetap Pengadilan menentukan han sidang penyaksian ikra: talak dengan memanggil
suami dan isten atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik
untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri
atau kuasanya.

Ji-ka isteri yang telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak
datang menghadap sendin atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya
dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadimya isteri atau wakiinya. Sebaliknya jika
suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang

penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim
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2) Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu
apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isten
itu tidak mungkin lagi didamaikan.

3)  Setelah sidang maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang
perceraian tersebut.

4)  Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang
pengadilan.

Salah satu tata cara cerai talak yang membedakannya dengan cerai gugat adalah

dilakukannya ikrar talak seperti halnya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) sampai dengan

(6) Undang-undang Peradilan Agama.

Setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin
lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan
bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan tersebut isteri dapat
mengajukan banding. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang
tetap Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil
suami dan isteri atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akte otentik
untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri
atau kuasanya.

Jika isteri yang telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya
dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadimya isteri atau wakilnya. Sebaliknya jika
suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang

penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim
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wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah
kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan

alasan yang sama.

b. Gugatan Cerai

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat (suami).

Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar Negeri gugatan perceraian
diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
tergugat (suami). Dalam hal penggugat (isteri) dan tergugét (suami) bertempat
kediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang dacrah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan
26 PP No. 9 Tahun 1975.

Pengaturan tentang tata cara gugatan perceraian diatur juga dalam Undang-
undang Peradilan Agama yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:'?

a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat
pidana penjara, sebagai bukti, penggugat cukup menyampaikan salinan putusan
Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang
menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

(Pasal 74 Undang-undang Peradilan Agama).

12 {ndoncsia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undung-
undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

17

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



Apabila  gugatan perceraian itu didasarkan atas alasan bahwa tergugat
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat (suami)
untuk memeriksakan diri kepada dokter (Pasal 75 Undang-undang Peradilan
Agama).

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan pertengkaran, maka untuk
menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.
Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan
antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-
masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi Hakam (Pasal 76 ayat (1) dan
(2) Undahg-undang Peradilan Agama). |

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (isteri)
atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin
ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak
tinggal dalam satu rumah (Pasal 77 Undang-undang Peradilan Agama).

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (isteri),
Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami atau
menentukan hal-hal yang perlu 1_1ntuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan
anak. Atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya
barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri (Pasal 78

Undang-undang Peradilan Agama).
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Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 Undang-undang Peradilan Agama
gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya

putusan Pengadilan.

¢. Perceraian Pegawai Negeri

Berdasarkan ketentuan PP No.10 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah
dengan PP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan
melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat,
dengan ketentuan sebagai berikut."?
1) Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan

yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut di bawah in%:

a) Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan:

- Keputusan Pengadilan;

- Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewaa
yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh Pejabat yang
berwajib serendah-rendahnya Camat, dan dibuat menurut contoh yang telah
ditentukan BAKN dengan Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April
1983 (Lampiran Il A) atau;

- Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan
tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui

membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu.

'* Wahyono Dharmabrata dan Surini Ahlan Sjaricf, Op.Cit., bal. 118-120.
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b)

Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar

disembuhkan yang dibuktikan dengan:

Surat pernyataan 2 orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan

c)

d)

€)

itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat,
yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BAKN dalam Surat
Edaran Nomor 08/SE/1983 tersebut.

Surat Keterangan dari Dokter atau Polisi yang menerangkan bahwa menurut

hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau

penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar
kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari Kepala
Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang benwajib
serendah-rendahnya Camat.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang
lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang
dibuktikan dengan K eputusan p engadilan yang telah m empunyai k ekuatan
hukum tetap.
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang telah
membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari
dokter Pemerintah.
Antara suami dan isteri terus mencrus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapam untuk hidup rukun lagi d alam rumah tangga, yang
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dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa

yang sah oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

2) Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat menurut contoh yang ditetapkan

3)

4)

5)

6)

7)

oleh BAKN.

Permintaan i zin sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi d engan salah
satu atau lebih bahan pembuktian.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha
lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut. Apabila usahanya tidak
berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada Pejabat
melalui saluran hierarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat
pertimbangannya itu dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan
memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam
mengambil keputusan.

Setiap atasan yang menerima sural permintaan izin perceraian wajib
menyampaikannya kepada pejebat selambat-lambatnya 3 bulan melalui saluran
hierarki, terhitung mulai ia menerima surat permintaan izin perceraian itu.
Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan
terhitung tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian itu setelah
sebelumnya berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-isteri tersebut.
Apabila usaha merukunkan kembali swami isteri itu tidak berhasil, maka
pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan

pertimbangan yang seksama:
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- Alasan-alasan yang dikemukan oleh Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan
sebagai tersebut dalam Surat Permintaan izin perceraian dan lampiran-
lampirannya;

- Petimbangan Yang Diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan;

- Keterangan dan pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isten

yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut, apabila ada.

Dari apa yang diuraikan diatas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1980 terjadi sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempersukar/mempersulit
teadinya percérz;ian. Ketiga perundang-undangan tersebut pada hakekatnya tidak
menghendaki terjadinya perceraian.

Adapun kemungkinan perceraian yang diberikan ketiga perundang-undangan
itu hanyalah merupakan pengecualian, artinya perceraian hanya akan diberikan
apabila sama sekali tidak mungkin lagi antara suami isteri itu hidup rukun kembali.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditetapkan bahwa atasan
Pegawai Negeri Sipil yang menerima permohonan izin perceraian dari seseorang
Pegawai Negeri Sipil, wajib meneruskarinya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3
bulan sejak diterimanya, dan pejabat yang berwenang tersebut, wajib memberikan
keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal ia menerima
permintaan perceraian, adalah untuk kepastian hukum. Keputusan Pejabat dapat

berupa penolakan pemberian izin dan dapat pula berupa pemberian izin.

Permintaan izin untuk bercerai ditolak apabila:
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1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan
terhadap Tuhan YME yang dihayatinya.

2) Tidak ada alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Bertentangan dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku.

4)  Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan izin bercerai dapat diberikan apabila:

a) Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;

b) Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 diatas;

c) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d) Alasan perceraian yang dikemukan tidak bertentanagn dengan akal sehat.
Penolakan atau pemberian izin perceraian diberikan dengan surat Keputusan

dari Pejabat. Surat keputusan penolakan permintaan izin perceraian dibuat menurut

contoh sebagaimana telah ditetapkan BAKN sebagai lampiran V dari Surat Edaran

Nomor O08/SE/1983 tersebut. Surat keputusan pemberian izin perceraian dibuat

menurut contoh yang ditetapkan BAKN Lampiran VI dari Surat Edaran Nomor

08/SE/1983 tersebut.

4. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat hukum terhadap hubungan suami isteri

Secara umum dapat dikatakan, dengan putusnya perkawinan maka gugurlah
hak dan kewajiban diantara suami dan isteri yang telah bercerai itu terkecuali hak-

hak tertentu yang masih dapat diperoleh dari bekas pasangan hidupnya itu serta
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kewajiban-kewajiban tertentu yang harus tetap dilaksanakan bagi kepentingan bekas

pasangan hidupnya itu walaupun pasangan suami isteri itu sudah bercerai.

Kedua pasangan suami isteri yang sudah bercerai itu tetap berkewajiban
untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagai konsekuensi yang timbul dari
kewajiban orang tua yang harus memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum
dewasa dan/ atau belum menikah. Hal ini tetap berlaku walaupun salah satu dari

bekas pasangan suami isteri itu tidak memegang hak asuh.

Bekas suami tetap berkewajiban untuk memberikan biaya penghidupan
kepada bekas isterinya apabila diwajibkan oleh Pengadilan dan apabila hak asuh
dipegang oleh bekas isterinya tentunya berikut dengan biaya penghidupan anak-

anaknya.

Bekas isteri tetap memiliki kewajiban yang sama seperti bekas suaminya
yaitu melanjutkan kewajiban sebelum terjadinya perceraian untuk tetap memelihara
dan mendidik anak-anaknya, dan ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan
anak-anaknya apabila suaminya tidak mampu untuk memenuhi semuanya dar/ atau
Pengadilan memutuskannya demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a

dan b Undang-undang Perkawinan.

Dalam merealisasikan hak dan kewajiban pasangan suami isteri antara yang
satu dengan yang lainnya itu bagi Pegawai Negeri Sipil diatur tersendiri dalam

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yang memuat
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tentang pembagian gaji diantara bekas suami, bekas isteri dan anak-anak mereka

setelah pasangan tersebut bercerai sebagai berikut:'*

(1) Jika perceraian dilakukan atas kehendak Pegawai Negeri Sipil bekas suami
maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan

anak-anaknya,

(2) Pembagian gaji ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang
bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, sepertiga untuk anak atau anak-

anaknya.

(3) Jika perkawinan pasangan yang bercerai itu tidak memiliki anak maka gaji
yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya

ialah setengah dari gajinya.

(4) Jika perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian

penghasilan dari bekas suaminya.

Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena
dimadu dan jika bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bercerai itu kawin lagi
maka hak yang dapat diterima dari bekas suaminya itu hapus terhitung mulai ia

kawin lagi.

' Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, LN. No. 13 Tahun 1983, T.L.N. No. 3250, Psl. 8.
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b. Akibat hukum terhadap harta bersama

Mengenai jenis harta bersama, muncul pertanyaan, apakah benar semua harta

yang didapat dalam perkawinan antara suami isteri selama berumah tangga adalah

merupakan harta bersama?'?

Kalau memperhatikan asal usul yang didapat suami isteri dapat disimpulkan

dalam empat sumber, yaitu:'®

1) Harta hibah dan harta warisan y ang d iperoleh salah seorang dari suami atau
isteri;

2) Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka nikah;

3) Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan;

4)

Harta yang dipcroleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah
seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah keempat macam sumber harta ini dapat
digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai
bersama dan harta masing-masing yang d imiliki dan dikuasai oleh masing-masing
dari suami dan isteri.'’

Keempat sumber harta yang d idapat tersebut dapat d isebut harta k ekayaan.

Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat

% Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia; Perundangan, Hukum Adat dan
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 115.

16

H.A. Damanhuri H.R., Segi-segi hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama,
(Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 29-34.

"7 1smail Muhammad Syah, Pencaharian bersama isteri di Acch ditinjau dari sudut Undang-

undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi alam limu Hukum, Universitas
Sumatera Utara, Mcdan, 1984, hal. 148.
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ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum yang keduanya ada hubungan satu
sama lain. Tinjauan e konomi menitikberatkan pada nilai kegunaan scdangkan dari
segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur.
Harta bersama yang dimiliki suvami istri dari segi hukum diatur dalam
Undang-undang Perkawinan Pasal 35 dan 36 sebagai berikut:
1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adakah di bawah
penguasaan masing-masing si penerima para pihak tidak menentukan lain.
3) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua
belah pihak.
4) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam Bab
XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal
97. Pasal 8 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“ada nya harta bersama

dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-

masing suami atau isteri”.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam

dinyatakan sebagai benikut:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda

berwujud atau tidak berwujud.
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2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga.

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas
persetujuan pihak lainnya.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas bahwa yang dianggap sebagai
harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi
dan nilai hukum, yaitu, mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang
mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda
bergerak dan tidak bergerak seta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga
dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literatur hukum, "benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda
Zaak, barang adalah terjemahan dari goog dan hak adalah terjemahan dari recht
Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian Benda meliputi barang dan hak. Barang
adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda
melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalab juga pemilik hak atas bendanya itu.
Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja".'® Jadi
harta bersama termasuk harta milik suami isten dapat berupa hak dan kewajiban
yang harus ditanggung suami isteri.

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 37 dikatakan “Bila perkawinan

putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

' Abdul Kadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, (Bandung: PT Cira Adnya Bakii,
1994), hal. 10.
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Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya
masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dalam KUH Perdata dikatakan, mulai saat perkawinan dilangsungkan secara
hukum berlakulah kesatuan bulat nyata harta kekayaan suami isteri. Persatuan itu
sepanjang perkawinan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan
antara suami isteri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dan ketentuan itu,
suami isteri itu harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam

Pasal 139 sampai 154 KUH Perdata.

Perjanjian sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebelum
perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris.
Akta autentik ini sangat penting, karena dapat dijadikar hukti dalam persidangan
Pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing suami-
isteri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan,

maka terjadi pembauran semua harta suami dan isteri dan harta suami dan isteri di

anggap harta bersama.

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan maka perjanjian yang dibuat
pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan disahkan oleh Pegawai Pencatat
perkawinan sebagaimana disahkan oleh Pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana

tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Dalam Pasal 128 dan 129 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila putus tali
perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami isteri
tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya

diperoleh. Perjanjian perkawinan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan
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sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentuan umum yang berlaku dalam

kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasal 35 sampai 37 Undang-undang Nomor | tahun 1974 tentang
perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah
pengawasan masing-masing suami isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bersama tersebut. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama

tersebut-Jdiatur menurut hukum masing-masing.

Menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 94 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, istei mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.

Mereka bebas menentukan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau
isteri untuk menjual, menghibahkan atau mengagunkan. Tidak diperlukan bantuan
hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi masing-
masing suami isteri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum
Islam di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami
iateri karena perkawinan. Baik harta isteri maupun harta suami tetap mutlak menjadi
hak isteri dan hak suami dikuasai penuh oleh masing-masing suami dan isteri.
Pembagian harta bersama bagi pasangan suami isteri yang bercerai apabila dalam

perkawinan antara suami isteri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi
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perjanjian antara suami isteri maka pembagiannya adalah mengacu kepada perjanjian

yang dibuat antara suami isteri.

Permasalahannya adalah berkisar kapan waktunya harta bersama harus
ditentukan pembagiannya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan,
setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut harta bersama.
Sepanjang kehidupan rumah tangga antar suami isteri harmonis selama itu pula harta
bersama tidak dipermasalahkan. Pembagian harta bersama baru dibicarakan jika di
dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah kepada

perceraian dan segala akibat perceraian ikut dipermasalahkan.

Menurut Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Peradilan Agama yang
selengkapnya berbunyi : 'Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah
isted dan harta Lersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan

permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan™.

Menurut Pasal 78 Undang-undang Peradilan Agama huruf ¢ dikatakan bahwa
Selama berlangsungnya  gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat,
Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya
barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang
menjad-i hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Dan berdasarkan
Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama dikatakan bahwa Gugatan soal
penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami isteri dapat diajukan

bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perccraian

memperoleh kekuatan hukum tetap.
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Memperhatikan ketentuan dalam pasal tersebut di atas bahwa harta bersama
dibagi atau ditentukan pembagiannya jika terjadi perceraian. Kemudian apakah
pembagian harta bersama itu setelah terjadi perceraian atau tidak menunggu
perceraian secara pasti, tapi cukup adanya tanda-tanda kepastian akan terjadinya

perceraian seperti tekad bulat suami atau isteri untuk bercerai."

Selanjutnya berapa besar bagian masing-masing suami isteri dari harta
bersama yang diperoleh selama berumah tangga? Bagi penganut agama Islam diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda
cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian jika terjadi salah seorang
dari suami at:;u isterl meninggal dunia maka setengah harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Kompilasi

Hukum Islam.

B. HAK ASUH ORANG TUA YANG BERCERAI BAGI ANAK DI BAWAH

UMUR
1. Konsepsi Pengasuhan Oleh Orang Tua
Konsepsi pengasuhan atau kekuasaan orang tua meliputi dua aspek yaitu
memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur selama masa perkawinan

orang tua dan terus berlangsung walaupun perkawinan tersebut putus.

'* H.A. Damanhuri H.R., Op. Cit., Hal. 33.
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a. Pengasuhan Orang Tua terhadap Anak menurut KUH Perdata

Pasal 299 KUH Perdata menyatakan bahwa selama perkawinan bapak d an
ibu setiap anak sampai mereka dewasa tetap bernaung di bawah pengasuhan mereka,
sejauh mereka 'tidak dibebaskan atau dipecat dari pengasuhan itu (Pasal 299). Setiap
pemangku pengasuhan orangtua terhadap anak yang belum dewasa harus mengurus
barang-barang anak itu (Pasal 307). Dia tidak boleh memindahtangankan barang-
barang anak-anaknya yang belum dewasa melainkan dengan mengindahkan aturan
tentang pemindahan tangan barang-barang kepunyaan anak-anak yang belum dewasa
sebagaimana diatur dalam Pasal 309 KUH Perdata.

Ayah atau ibu yang melaksanakan pengasuhan orangtua dapat dibebaskan
dari pengasuhan orangtua terhadap semua anak atau tcrha_dgp seorang anak atau
lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila temyata
bahwa dia tidak cakap atau tidsk mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara
dan mendidik anak-anaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak bertentangan
dengan pembebasan itu berdasarkan hal yang lain.

Jika hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak masing-masing
dari orangtua, scjauh belum hilang pengasuhan orangtua, boleh dipecat dari
pengasuhan orangtua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau
lebih, atas permohonan orangtua yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah

atau semenda dari anak-anak itu sampai dengan derajat kcempat atau dewan

perwalian atau kejaksaan atas dasar:2°

*® KUH Perdata, Op.Cit., Psl. 319a.
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1) menyalahgunakan pengasuhan orangtua atau terlalu mengabaikan kewajiban
memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih;

2) berkelakuan buruk;

3) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta
dalam suatu kejahatan dengan seorang anak di bawah umur yang ada dalam
pengasuhannya;

4) Dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan suatu
kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, X1V, XV, XVIII, XIX dan XX Buku
I KUH Pidana terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam pengasuhannya;

5) Dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau
lebith.

Dalam Pasal 319 KUH Perdata pengertian kejahatan meliputi juga
keikutsertaan membantu dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 319a KUH
Perdata). Pengasuhan atau kekuasaan orang tua terhadap anak menurut Pasal 299
KUH Perdata bersifat kolektif yaitu ada selama perkawinan berlangsung dan
dilaksanakan oleh a yah dan ibu. Kalau perkawinan mereka putus maka k ekuasaan
orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Kedudukan ini timbul sesuai

dengan sifat perwalian yang bersifat tunggal.
b. Pengasuhan Orang Tua menurut Undang-undang Perkawinan

Di dalam Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang pengasuhan
orang tua hanya merupakan pokok-pokoknya yaitu pada Pasal 47, 48 dan 49.

Dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau

34

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah pengasuhan orangtuanya
selama mereka tidak dicabut dari pengasuhannya. Orang tua mewakili anak tersebut
mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Orangtua tidak
diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang
dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah
melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya
(Pasal 48).

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut pengasuhannya terhadap
seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang
lain, keluarga anak dalamn garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa
atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:?'

1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya,
2) iaberkelakuan buruk sekali.

Meskipun dicabut dani  kekuasaan orang tua, mereka masih tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dengan
demikian pengaturan tentang pengasuhan orangtua terhadap anak di dalam Undang-
undang Perkawinan tidak scjauh apa yang diatur dalam KUH Perdata. Hal mana
dapat kita pahami mengapa Pembentuk Undang-undang tidak begitu saja
mengangkat aturan-aturan itu dari KUH Perdata, dikarenakan bentuk lembaga
hukum pengasuhan orangtua dimaksud tidak merupakan budaya hukum sebagian

besar bangsa Indonesia. Hal mana berarti jika timbul gugatan masalah pengasuhan

*! Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974, Op.Cit., Psl, 49.
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orangtua dari pihak yang berkepentingan dengan meminjam istilah J. Prins
“kebanyakan terserah kepada hakim untuk mempertimbangkan dan menetapkan

keputusannya”.??

2. Perwalian
Mengenai perwalian dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XV (Pasal 330-
418a) mulai dari pengertian belum dewasa sampai tentang Balai Harta Peninggalan.

Disamping itu ada pula Bab XVI yang mengatur tentang beberapa perlunakan anak

belum dewasa menjadi dewasa (Pasal 419-432) dan Bab XVII tentang Pengampuan

bagi orang dungu, sakit otak atau mata gelap (Pasal 433-462). Pasal-pasal tersebut di

atas memberikan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1) Dalam setiap perwalian, kecuali yang ditentukan dalam (kecuali tanggungjawab
bersama ketika suami isteri pisah ranjang, Pasal 351 KUH Perdata) hanya ada
satu orang wali (Pasal 331 KUH Perdata).

2) Jika salah satu dari kedua orang tua wafat, maka perwalian terhadap anak belum
dewasa yang sudah kawin, demi hukum dipangku orangtua yang hidup terlama,
kecuali ia dibebaskan atau dipecat dari pengasuhan orangtua (Pasal 345 KUH
Perdata).

3) Masing-masing orangtua yang melakukan pengasuhan orangtua atau wali bagi
seorang anak atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu,
jika perwalian itu setelah ia wafat tidak harus dilakukan oleh orang tua yang

lain (Pasal 335 KUH Perdata).

). Prns, Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, /(Jakana: Ghalia Indoncsia, 1982), hal.
76.
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4)  Setiap wali harus memelihara dan mendidik anak belum dewasa sesuai dengan
harta kekayaannya, ia juga harus mewakilinya dalam segala tindak perdata. Si
anak yang belum dewasa harus menghormati walinya (Pasal 383 KUH
Perdata).

5)  Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa sebagai bapak rumah
yang baik dan bertanggungjawab atas biaya rugi dan bunga yang timbul karena
pemeliharaannya yang buruk (Pasal 385 KUH Perdata).

6) Dalam daerah hukum setiap Pengadilan Negeri ada balai harta peninggalan,
yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat
kedudukan Pengadilan Negeri (Pasal 415 KUH Perdata).

Lebih lanjut dikatakan scorang anak yang masih di bawah umur boleh
dinyatakan dewasa atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu sebagai orang
dewasa dan cara memperoleh pendewasaan anak di bawah umur ialah dengan ‘venia
aetatis” atau surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah setelah
mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 419

dan 420 KUH Perdata.

b. Perwalian dalam Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang perwalian dalam Bab XI
(Pasal 50-53) dengan sedikit tambahan tentang pembuktian asal usul anak dalam Bab
XII; Ketentuan-ketentuan Lain (Pasal 55). Undang-undang Perkawinan tidak sampai
mengatur tentang Perwalian oleh P erkumpulan, Perwalian P engawas, P engampuan

dan Balai Harta Peninggalan scperti halnya dalam KUH Perdata.

37

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



Perwalian menurut Undang-undang Perkawinan dilaksanakan terhadap anak
yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dapat diartikan bahwa perwalian
menurut Undang-undang Perkawinan dilaksanakan untuk anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah, karena mereka yang lahir dalam perkawinan yang sah sudah
berada dalam kekuasaan orang tuanya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50 Undang-undang Perkawinan bahwa
anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pemah
melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah pengasuhan orangtua,
berada di bawah pengasuhan wali. Perwalian ini mengenai pribadi anak yang
bersangkutan maupun harta bendanya. K ewajiban-kewajiban wali dapat diuraikan
antara lain sebagai berikut:

a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orangtua yang menjalankan pengasuhan orangtua,
sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua
orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau
orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan
baik.

b. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya
sebaik-baiknya, dengan menghormati agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Wali wajib membuat daftar h;ma benda anak yang berada di bawah
pengasuhannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua

perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

38

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



d.  Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah

perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau
kelalaiannya.
Terhadap wali berlaku juga larangan memindahkan hak atau menggadaikan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila k epentingan

anak itu menghendakinya.

Wali d apat dicabut dari pengasuhannya dalam hal-hal yang tersebut d alam
Pasal 49 Undang-undang Perkawinan. Dalam hal pengasuhan seorang wali dicabut,
sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali (Pasal 53
KUH Perdata). Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak
yang di bawah pengasuhannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut
dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti
kerugian tersebut.

Jelaslah bahwa aturan mengenai pengasuhan orangtua dan perwalian yang
diatur dalam Undang-undang Perkawinan diambilalih secara singkat dari KUH
Perdata, agar sebagian warga negara yang berkepentingan, terutama dikalangan
warga negara keturunan Eropa, warga negara beragama Kristen dan Keturunan Cina,
tidak tertutup pintu bagi mereka untuk mencari jalan penyelesaian hukum di hadapan
pengadilan, tertutama menyangkut kepentingan anak dan barang-barangnya®.

Menelaah ketentuan mengenai kekuasaan orang tua dan hubungannya dengan

perwalian dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan

= Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hal. 143.
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bahwa kekuasaan orang tua dalam Undang-undang Perkawinan bersifat tunggal,

dipegang oleh ayah dan ibu, sehinga ketika perkawinan orang tua tersebut putus,

hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya tidak berubah menjadi perwalian.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

1) kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak

itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun

perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Kedudukan Anzik

Menelaah tentang hak asuh anak berkaitan erat dengan kedudukan anak

dalam hubungannya dengan orang tua. Simanjuntak menggolongkan kedudukan anak

beserta aspek hukumnya seperti terurai berikut ini.??

a. Anak yang sah

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Seorang suami dapat mengingkari seorang anak jika:
1) Anak itu di lahirkan kurang dari tenggang waktu yang ditentukan, yaitu sebelum

hari yang keseratus delapan puluh semenjak perkawinan dilangsungkan.

** P. N. H. Simanjuntak, Op. Cit., hal. 172-176.
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2) Suami dapat membuktikan bahwa sejak tiga ratus sampai seratus delapan puluh
hari sebelum lahimya anak itu, baik karena perpindahan atau secara kebetulan, ia
berada dalam ketidakmungkinan yang nyata untuk bersetubuh dengan istrinya.

3) Suami dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan zina dan anak itu sebagai
akibat dari perbuatan itu.

4) Anak itu dilahirkan tiga ratus hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan
tempat tidur memperoleh kekuatan hukum mutlak.

5) Anak itu dilahirkan setelah tiga ratus hari perkawinan dibubarkan.

Menurut KUH Perdata anak yang sah dapat dibuktikan dengan:
1) Akta kelahiran anak yang dibukukan dalam register Catatan Sipil (Pasal 261 ayat

1 KUH Perdata).

2) Anak itu terus menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak yang sah (Pasal

261 ayat 2 KUH Perdata).
3) Saksi-saksi, apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan atau dugaan-
dugaan atau petunjuk-petunjuk tersimpul daIi peristiwa-peristiwa yang tidak

dapat disangkal lagi kebenarannya (Pasal 264 KUH Perdata).

Selanjutnya menurut Pasal 262 KUH Perdata, penikmatan akan kedudukan
anak sah itu dapat dibuktikan dengan memperlihatkan pertalian, seperti:

1) Selalu memakai nama si bapak.

2) Diperlakukan sebagai anak dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan
penghidupan.

3) Masyarakat selalu mengakuinya sebagai anak si bapak.
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Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan asal usul seorang anak
hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan
dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan
pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas
ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam
daerah hukum Pengadilana yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi

anak yang bersangkutan (Pasal 55 Undang-undang Perkawinan).

b. Anak yang tidak sah
Anak yang lahir di luar perkawinan (nikah) atau dilahirkan setelah jangka
waktu tertentu séjak perkawinan itu terputus, dianggap anak yang tidak sah. Anak
demikian itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya.
Status anak luar kawin dapat ditingkatkan dengan cara sebagai berikut:
1) Melalui pengakuan anak, dengan cara:
a) Perkawinan dari kedua orangtua yang telah mengakui anak tersebut (Pasal
272 KUH Perdata).
b) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan akta otentik (Pasal
281 KUH Perdata). Jadi bisa dengan Akta Notaris, bisa juga dengan
Catatan Sipil.
c) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan apabila anak itu telah berumur

19 (sembilan belas) tahun dan bagi anak perempuan tanpa batas usia.
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Pengakuan ini dilakukan bukan akibat paksa, khilaf, tipu muslihat atau atas
bujukan (Pasal 282 KUH Perdata).

d) Pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan oleh ibu anak tersebut (Pasal
284 KUH Perdata).

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, maka
timbul hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya (Pasal 280 KUH
Perdata).

2) Dengan cara pengesahan anak
Anak luar kawin dapat disahkan melalui surat pengesahan dari Presiden dalam
hal:
a) Jika kedua orang tua sebelum atau pada saat kawin telah melalaikan
mengakui anak luar kawin (Pasal 274 KUH Perdata).
b) Jika anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, dimana karena meninggalnya

seorang diantaranya tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 275 KUH

Perdata).

Akibat adanya surat pengesahan anak ini, maka status anak luar kawin

menjadi sama dengan anak sah (Pasal 277 KUH Perdata).

c. Anak sumbang

Yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan sebagai
akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara
mereka dilarang untuk melangsungkan p erkawinan. sesuai d engan ketentuan Pasal
283 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak sumbang tidak bisa diakui. Apabila

orangtua dari anak sumbang memperoleh dispensasi (dari pengadilan) untuk
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melangsungkan perkawinan, maka si anak sumbang dapat diakui pada saat
perkawinan kedua orangtuanya. Dengan demikian, dengan perkawinan kedua
orangtuanya tersebut, maka si anak sumbang demi hukum menjadi anak sah karena

perkawinan kedua orangtuanya (Pasal 273 KUH Perdata).

d. Anak zina

Yang dimaksud dengan anak zina di sini adalah anak yang dilahirkan sebagai
akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah di mana salah satu atau
kedua-duanya sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 283 KUH Perdata, anak zina tidak dapat diakui dan tidak ada upaya
hukum untuk peningkatan statusnya.

Setelah membahas mengenai kedudukan hukum dan status dari anak, maka
selanjutnya penulis ingin memaparkan mengenai hak dan kewajiban anak. Di dalam
Undang-undang Perkawinan terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur tentang
pengasuhan orangtua, yaitu Pasal 47 sampai dengan Pasal 49. Dalam ketentuan-
ketentuan tersebut dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah
pengasuhan orangtuanya. Pengasuhan ini mencakup segala perbuatan hukum, baik di
dalam ataupun di luar pengadilan. Akan tetapi pengasuhan orangtua atas anaknya
dibatasi dengan adanya Pasal 48 yang melarang orangtua untuk memindahkan hak
atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur
18 (delapan belas) tahun atau belum pemah melangsungkan perkawinan, kecuali

apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya.
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Dalam hal tefjadi perceraian maka dengan sendirinya menghapuskan
pengasuhan orangtua terhadap anak-anak mereka yang lahir dari perkawinannya, dan
anak mereka akan berada dibawah perwalian. Tetapi orang tua yang tidak menjadi
wali anak tetap harus memberikan tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan
anak-anaknya. Tentang siapa yang berhak menjadi wali anak itu akan ditetapkan oleh
hakim.

Orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya, dan hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri

sendiri, dan terus berlangsung walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

4. Kedewasaan dan Anak di Bawah Umur

a. Kedewasaan

Walau setiap orang bisa saja memberikan penafsiran terhadap pengertian
kedewasaan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang tetapi pengertian tentang
kedewasaan pada umumnya berkaitan erat dengan batas terendah dari usia seseorang.
Sebaliknya orang yang belum mencapai usia minimum untuk dinyatakan sebagai
orang dewasa adalah anak. Dengan kata lain kriteria orang yang disebut anak atau
belum dewasa sclalu berkaitan dengan batas umur tertinggi. Di Indonesia batasan
umur tertinggi yang membedakan antara anak dan orang dewasa ditafsirkan dan
diberlakukan berbeda-beda. Batasan umur tertinggi yang dipergunakan dalam
masyarakat terhadap orang yang belum dewasa adalah 17 tahun. Hal ini dengan
mudah dapat dilihat dari bunyi-bunyi atau lambang peringatan dalam film di bioskop

dan di televisi atau bacaan yang tidak boleh ditonton oleh orang yang belum dewasa.
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Bagi remaja yang mulai menginjak usia 17 tahun dalam sebagian komunitas
masyarakat disambut sebagai “kelahiran” seorang dewasa baru oleh keluarga dan

kerabat dari remaja tersebut.

Dalam peraturan perundang-undangan batasan anak yang belum dewasa juga
tidak selalu 'seragam. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

anak memberikan batasan sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.”?

Penetapan umur tertinggi 18 tahun pada undang-undang tersebut di atas
berbeda dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang Undang No.4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang

belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin"2.

Penetapan batas umur tertinggi pada anak dalam undang-undang tersebut di
atas didukung oleh argumentasi dalam Penjelasan Undang-Undang ini yang
menyatakan bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karcna berdasarkan
pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial,
kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur
tersebut. Batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam

Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan

» Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No.
109 Th. 2002, T.L.N. No. 4235, Psl. 1 ayat (1).

* Indoncsia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Psl. 2.
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anak melakukan perbuatan sejauh ini mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan

hukum yang berlaku.”

Selain itu, dengan pendekatan berbeda terhadap batasan tertinggi umur anak
dinyatakan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

disebutkan bahwa:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun dan

belum pemah kawin”.2

Mengenai kedewasaan ini Prof Wahyono® berpendapat bahwa orang yang
berumur 18 tahun yang belum pemah kawin adalah belum dewasa. Sesuai dengan
ketentuan p erundang-undangan y ang berlaku sebelum U ndang-undang Perkawinan
ini bahwa seorang baru dapat dikatakan dewasa apabila telah mempunyai umur 21
tahun dan atau sudah kawin. Penulis berpegang kepada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebelum Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dimana
seseorang telah dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah pemah kawin
walaupun tidak lahir berada dalam ikatan perkawinan. Yang menjadi pegangan bagi
penuiis menyatakan bahwa kedewasaan adalah usia 21 tahun dan atau pemah kawin

adalah sebagai berikut:

1) Ordonasi tahun 1831 yang menentukan bahwa seseorang dewasa apabila telah

mencapai usia 21 tahun dan atau telah pernah kawin.

7 jbid., Psl. 1 ayat (1).

* Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang  Undang-Undang Pengadilan
Anak, Psl. 1 ayat (1).

* Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op. Cit., hal. 142-145.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Undang-undang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur perkawinan,

bukan mengatur masalah kedewasaan seseorang.

Undang-undang Perkawinan hanya mencabut dan atau menyatakan sebagai tidak
berlaku perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dan itupun
hanyalah sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan, dan mengenai
hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut masih tetap

berlaku perundang-undangan yang lama/ yang ada sebelum Undang-undang

perkawinan tersebut.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak menyatakan seseorang dewasa

dalam usia 18 tahun atau telah pernah kawin.

Undang-undang Perkawinan termasuk penjelasan umum maupun penjelasan
pasal demi pasal sama sckali tidak menyebutkan masalah kedewasaan seseorang,

bahkan satu kata yang menyebutkan dewasapun tidak ada

Baik Pasal 47 maupun Pasal 50 tidak pula menyebutkan bahwa orang yang telah

berusia 18 tahun telah dewasa.

Ayat 2 Pasal 45 menentukan bahwa kewajiban orangtua berlangsung sampai

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan putus.

Pada hakekatnya seseorang yang telah dewasa tidak lagi menjadi tanggungan
orangtuanya, sedangkan anak yang belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri
masih tanggungan orangtuanya, suatu hal yang merupakan perlindungan hukum

terhadap anak yang belum mampu berdiri sendiri. Seseorang yang telah dewasa
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pada hakekatnya dapat berdiri sendiri walaupun dalam hal tertentu adakalanya

tidak dapat bertindak sendiri seperti orang yang sakit ingatan.

9) Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditcntukan bahwa seorang
laki-laki baru boleh kawin setelah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan
wanita sekurang-kurangnya 16 tahun, ketentuan ini dinaikkan satu tahun dari
ketentuan yang berlaku sebelumnya. Sebelum Undang-undang Perkawinan
tahun 1974 bahwa seseorang yang belum dewasapun boleh kawin, kiranya
dengan U ndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pun tidak mensyaratkan bahwa
seseorang untuk dapat kawin harus telah dewasa, yang berarti dalam usia 19

tahun itu tidak berarti bahwa orang tersebut telah dewasa.

10) Pada asasnya bahwa scorang yang telah dewasa boleh melangsungkan
perkawinan, bahkan yang belum dewasapun boleh kawin asalkan dipenuhi

persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Laki-laki yang belum berumur 19 tahun tidak boleh kawin (Pasal 7 ayat(1))
kecuali dalam hal yang dimaksud pasal 7 ayat (2) yang berarti bahwa orang yang
belum berumur 19 tahun kecuali mereka yang telah pemmah kawin berarti belum

dewasa.

Kepastian hukum tentang usia anak tersebut merupakan suatu hal yang sangat
penting jika mengingat bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari
perlakuan hukum terhadap orang yang sudah dianggap dewasa secara hukum dengan

orang yang belum dewasa atau anak.

19

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



b. Anak di Bawah Umur

Penulis memandang perlu untuk mengemukakan pemahaman tentang anak di
bawah umur yang dipergunakan dalam judul tesis ini. Di dalam Undang-undang

Perkawinan umur 18 dapat dikatakan sebagai usia dewasa, hal tersebut dapat dilihat

dan ketentuan Pasal 47.

Dalam pemahaman penulis kausa kata anak di bawah umur dipergunakan

karena kata anak yang terkait dengan manusia sekurang-kurangnya memiliki dua

akar kata yaitu:

1) Anak dalam arti hubungan antara orang tua dengan orang yang dilahirkannya

atau dengan yang berada dalam pengasuhannya.
2) Anak dalam arti orang yang belum dewasa.

Atas dasar pemahaman di atas, anak di bawah umur adalah anak dalam arti
kedua-duanya yaitu anak berada dalam pengasuhan orang tua atau wali dan anak itu

belum dianggap dewasa secara hukum.

Akan tetapi, kausa kata anak di bawah umur juga sering dipergunakan untuk
menunjukkan anak yang usianya masih sangat _muda atau beberapa tahun di bawah
batas usia terendah untuk dinyatakan dewasa secara hukum. Sebagaimana
dikemukakan di atas bahwa batas usia minimum bagi orang dewasa di Indonesia

masih beragam terlebih lagi untuk menentukan batas usia tertinggi untuk
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menyebutkan seseorang sebagai anak di bawah umur. Sebagai pedoman antara lain

dapat melihat rumusan dalam beberapa konvensi anak internasional antara lain:*

1) Konvensi 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera, Penghapusan Bentuk-

bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
2) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The Child).

3) Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

(Convention on Minimum Age for Admission to Employment).

Dari ketiga konvensi tersebut di atas dapat ditemukan bahwa adanya
kesamaan mengenai batasan anak y ang dimaksud oleh konvensi-konvensi tersebut
yaitu anak di bawah usia 18 tahun. Batasan usia tersebut berada di bawah batasan
usia terendah bagi orang dewasa yang dianut oleh kebanyakan negara-negara maju

yaitu minimal 21 tahun.

C. CONTOH KASUS DAN ANALISA

1. Kasus tentang Ayah Mendapatkan Hak Asuh Anak dalam Perceraian
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pertimbangan

pemberian hak asuh- terhadap anak dibawah umur kepada Ayah dalam hal terjadi

perceraian, penulis mencoba memasukan dua keputusan Pengadilan berkaitan dengan

hal tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap agar dapat memberikan gambaran

yang lcbih jelas mengenai alasan ataupun pertimbangan hak asuh anak di bawah

umur diberikan kepada pihak ayah. Kasus-kasus terscbut ialah sebagai berikut:

* Eugema Liliawati Muljono, Himpunan Peraturan  Perundang-undangan  Tentang
Perlindungan Anak, (Jakarta: Harvardindo, 1998).
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Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 899/Pdt.G/2007/PN.Jak-Sel.
Kasus:

Perkara Perdata ini merupakan gugatan perceraian antara Jemmy Rommy
sebagai Penggugat dengan istrinya, Nova Vemmy Pontoh sebagai Tergugat,
dimana perkawinan mereka telah dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 10
September 1998 berdasarkan akta perkawinan tanggal 30 Nopember 1998 Nomor
660/JS/1996 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta
Selatan. D ari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak, bemama Joshua
Bryan Nathan, lahir di Tangerang, pada tanggal 02 April 1999.

Pada tahun-tahun pertama dalam perkawinan tersebut, baik Penggugat
maupun Tergugat merasa bahagia sebagaimana layaknya suami istri, terdapat
masalah-masalah kecil namun dapat diselesaikan bersama aleh Penggugat dan
Tergugat. Namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun
terakhir perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terad:
percekcokan baik dikarenakan oleh hal-hal kecil maupun yang prinsipil.
Walaupun baik Penggugat dan Tergugat telah berusaha menghindan terjadinya
percekcokan demi tercapainya tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal, akan tetapi keduanya tidak berhasil sehingga mengakibatkan
perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Akibat Keadaan rumah tangga diliputi oleh ketegangan-ketegangan yang
membuat beban mental bagi anak dan berakibat anak tersebut tidak naik kelas.
Dari ketidak cocokan/ ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi yang baik,
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karena sejak tahun 2002 Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, sehingga anak Penguggat diasuh dan dirawat oleh
Tergugat yang dibantu oleh adik dan ibu Penggugat. Setelah anak Penggugat
mengikuti Penggugat, dimana Penggugat mencurahkan kasih sayang yang penuh
menyebabkan anak Penggugat tersebut mulai belajar dengan baik dan tenang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Jemmy Rommy memohon
agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya, memutuskan untuk menetapkan perkawinan antara dirinya dengan
segala akibat hukumnya, den kemudian menetapkan bahwa anak yang dilahirkan
dalam perkawinan mereka, Joshua Bryan Nathan, yang masih dibawah umur ada
di bawah penguasaan dirinya.

Putusan Majelis Hakim:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim kemudian
memutuskan bahwa perkawinan antara Jemmy Rommy dengan istrinya Nova
Vemmy Pontoh yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1998
putus karena perceraian dan menetapkan anak mereka yang masih di bawah umur
yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam penguasaan Jemmy Rommy.
Penetapan tersebut dikarenakan oleh Tergugat telah meninggalkan rumah tangga
sejak S tahun yang lalu dan Joshua Bryan Nathan yang merupakan anak
Penggugat dan Tergugat diasuh dan di rawat oleh Jemmy Rommy yang dibantu

olch adik dan ibu Jemmy Rommy.
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2. Putusan Pengadilan Negen Jakarta Pusat Nomor: 202/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst.
Kasus:

Perkara Perdata ini merupakan gugatan perceraian antara Titut Purwanti
sebagai Penggugat dengan suaminya, Satia Binar Ritonga sebagai Tergugat,
dimana perkawinan mereka telah dihadapan pemuka agama Kristen yang
berama Totok Subiyanto pada tanggal 28 April 1997 dan telah didaftarkan di
Kantor Catatan Sipil Propinsi Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan
kutipan Akta Perkawinan No.53/G/JP/1997. Dari perkawinan tersebut telah lahir
dua orang anak:

a. Sekar Arum Turma. lahir pada tanggal 20 Juni 1998, Akta Kelahiran
N0.225/U/JP/1998, tanggal 03 Juli 1998,

b. Bardan Kusuma Bemardo, lahir pada tanggal 29 Nopember 2000, Akta
Kelahiran No.1472/U/JP.2000, tanggal 01 Desember 2000.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya diharapkan
dapat berjalan dengan damai dan bahagia dalam membentuk sebuah
keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun ternyata kebahagiaan dan
kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pemah terwujud, o leh
karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan. Ketidak haramonisan
dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat
disebabkan Tergugat yang tidak pernah lagi berkomunikasi/ berbicara terhadap
Penggugat, dan Penggugat tidak tahan lagi terhadap hal tersebut.

Pihak keluarga telah beberapa kali mendamaikan keduanya akan tetapi tidak

berhasil maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain untuk memecahkan persoalan
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ini selain dengan jalan perceraian, dan apabila perkawinan ini tetap
dipertahankan maka akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak maupun bagi
anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur pada masa yang
akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Titut Purwanti memohon
agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Pengugat
selurvhnya, memutuskan untuk menetapkan perkawinan dirinya dengan
suaminya Satia Binar Ritonga putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya, dan kemudian menetapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam
perkawinan mereka yang masih dibawah umur ada di bawah penguasaan dirinya
sebagai wali ibu untuk mengasuh, merawat serta mendidik anak-anak tersgbut
hingga mencapai usia dewasa. Terhadap gugatan ini Majelis Hakim telah
menyarankan untuk bermediasi agar Penggugat supaya berdamai dengan
Tergugat, namun Penggugat menolak karena dirinya telah keluar dari rumah
kediaman akibat oleh Tergugat tidak ingin hidup bermandiri.

Satia Binar Ritonga selaku Tergugat sesungguhnya tetap ingin
mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan
atas dasar keimanan Tergugat dan Penggugat yang melangsungkan perkawinan
secara Kristiani. Namun setelah melalui proses mediasi yang telah disarankan
oleh Majelis Hakim, Titut Purwanti selaku Penggugat tetap berkeinginan untuk
bercerai, akan tetapi berdasarkan alasan perkembangan psikologis anak-anak
selama ini tinggal/ dckat dengan Tergugat dan kchendak dari anak-anak tersebut

untuk tetap bersama Tergugat, oleh karena Penggugat bersedia menyerahkan hak
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perwalian/ hak asuh kepada Tergugat dengan mencabut gugatan hak asuh/
perwalian anak dalam gugatan yang diajukan sebelumnya.
Putusan Majelis Hakim:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim kemudian
memutuskan bahwa perkawinan antara Titut Purwanti dan suaminya Satia Binar
Ritonga yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 1997 dihadapan pemuka
agama Kristen yang bernama Totok Subiyanto, dan telah didaftarkan di Kantor
Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Mei 1997, sesuai dengan
kutipan Akta Perkawinan No. 53/G/JP/1997, putus karena perceraian dan
menetapkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur yang lahir dalam

perkawinan tersebut berada dalam penguasaan Satia Binar Ritonga.

Dari contoh kasus yang penulis coba hadirkan tersebut di atas diharapkan
dapat memberikan g ambaran bahwa hak asuh tidak selalu diberikan kepada pihak
ibu, karena pihak ayah juga berhak mendapatkan kesempatan hak pengasuhan anak
ketika terjadi perceraian. Berkaitan dengan permasalahan yang penulis coba ajukan
dalam karya ilmiah ini, maka lebih lanjut penulis akan mencoba untuk menjabarkan

dan menganalisa permasalahan-permasalah tersebut.
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2. Analisa Pokok Permasalahan

a. Faktor penyebab hak asuh anak dibawah umur tidak diberikan kepada
ibunya.

Permasalahan pertama yang coba dianalisa oleh penulis dalam karya ilmiah
ini adalah: Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh terhadap anak
yang masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu

Kekuasaan hak asuh tidak diberikan kepada ibu dalam hal tejadi perceraian
dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pencabutan kekuasaan orang tua apabila:

1) Oleh karena ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
Hal ini dapat diartikan sebagai kurang cakapnya atau ketidak mungkinan
melaksanakan kewajibannya sebagai ibu karena:
a) Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan suatu kejahatan.
b) Sakit yang sudah akut, ataupun sakit kejiwaan.
c) Berpergian untuk jangka waktu yang tidak diketahui kapan akan kembali
tanpa memberitahukan tempat tujuannya.
d) Meninggalkan tempat kediaman tanpa persetujuan salah satu pihak.
e) Membiarkan anak tersebut untuk menggelandang dan tidak berusaha untuk

membawa anak tersebut kembali.

£) Tidak menyekolahkan anak walaupun ia mampu untuk membiayai dan anak

tersebut masih ingin untuk sekolah.
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2) la berkelakuan buruk sekali

Kelakuan buruk dapat diartikan sebagai:

a) Ketidakmampuan ibu untuk memberikan contoh yang baik kepada anak,
dalam hal ini bisa terjadi jika ibu tersebut menjadi penjudi, pemabuk, ataupun
sering melakukan perzinahan.

b) Perlakuan buruk terhadap jasmani anak. Terkadang batas antara mendidik
dan menyiksa di masyarakat kita kurang jelas. Anak mendapatkan siksaan
secara fisik dan/ ataupun mental dengan dalil demi mendidik anak tersebut.
Hal tersebut diatas terkadang sampai mengakibatkan cacat badan ataupun
cacat secara kejiwaan.

Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Perkawinan. Pencabutan kekuasaan orang tua tersebut di jatuhkan sebagai upaya
untuk menghindarkan cara pengawasan orang tua yang tidak sesuai mempergunakan
kekuasaannya terhadap anak, sehingga dapat menyelamatkan anak agar terlepas dan
kekuasaan orang tua yang tidak baik.

Selain hal tersebut di atas terdapat hal lain yang mengakibatkan hak asuh
anak di bawah umur tidak jatuh kepada ibu yaitu kemauan dari anak tersebut.
Biasanya anak memiliki ikatan emosional lebih dekat kepada ibu. Ketika seorang
anak lebih memilih untuk tinggal bersama ayahnya;atas dasar kemauanya sendiri,
maka hal ini dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi Hakim untuk tidak

memberikan hak asuh kepada ibu dari anak.
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b. Upaya ayah untuk mendapatkan hak asuh

Selanjutnya penulis ingin menganalisa permasalahan yang kedua dalam
karya tulis ini yaitw: Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk
mendapatkan hak asuh terhadap anak di bawah umur jika terjadi perceraian

Pasal 41 ayat a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur ketentuan
mengenai:

1) baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya
semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

2) bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi
keputusannya.

Mengacu pada pasal tersebut di atas maka kedua orang tua mendapatkan hak
yang sama untuk mclaksanakan segala kepentingan pemeliharaan anak-anak,
demikian juga dengan tanggung jawab untuk mendidik, memelihara, mengayomi,
dan menjaga anak demi kesejahteraan anak-anak tersebut. Alasan yang senantiasa
menjadi pertimbangan ibu diutamakan dalam hal pemeliharaan anak ialah:

1) Ibu dapat memberikan air susu yang mungkin masih diperlukan oleh anak.

2) Tbu memiliki kesabaran lebih dibandingkan dengan yang dimiliki oleh ayah.

3) Ibu lebih mengerti sifat dari anak, karena ibu dianggap memiliki waktu yang
lebih banyak bersama anaknya dibandingkan dengan ayah. .

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas dapat dipertanyakan kembali apakah
masih sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pada saat ini banyak
terdapat ibu yang memilih untuk tidak memberikan air susu ibu kepada anaknya

dengan alasan menyusui dapat mengurangi keindahan bentuk tubuh yang
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dimilikinya. Mengenai kesabaran juga tidak dapat dipastikan bahwa scorang ibu

selalu lebih sabar di bandingkan dengan ayah, karena hal tersebut kembali kepada

pribadi dan watak yang dimiliki oleh ibu dan ayah dari anak-anak tersebut.

Kemudian dengan kondisi keadaan yang seperti sekarang ini, dimana dibutuhkan

uang yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan

tidak hanya ayah sebagai kepala keluarga bekerja, karena pada saat ini banyak juga
ibu yang juga bekerja sehingga waktu yang diberikan untuk anak tidak sepenuhnya.

Ketika terjadi perceraian hal di atas seharusnya dapat menjadi pertimbangan
tambahan kepada Hakim untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan
diberikan, selain pertimbangan-pertimbangan utama yang telah menjadi jawaban dari
permasalahan pertama dalam karya ilmiah ini. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan
seorang ayah untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya ialah:

1) Memberikan bukti yang kongkret di muka Pengadilan guna menjadi petunjuk
Hakim untuk memutuskan kepada siapa hak asuh anak akan dibenkan.

2) Suatu perceraian sekurang-kurangnya harus di sebabkan adanya ketidak cocokan
antara suami-isteri, akan tetapi perceraian yang terjadi diharapkan tidak
menimbulkan suatu kondisi yang tidak harmonis yang dapat menyebabkan
bertambahnya tekanan psikologis kepada anak, hal tersebut dapat dihindari ketika
seorang ayah dapat melakukan kesepakatan dengan ibu dari anak-anak untuk
mendapatkan hak asuh anak-anak, dengan pertimbangan bahwa kepentingan
hidup dan tumbuh kembang dari anak menjadi yang utama.

Kedua hal tersebut di atas adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh

ayah untuk mendapatkan hak asuh anak-anaknya ketika terjadi perceraian. Ketika
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seorang ayah meminta hak pengasuhan terhadap anak ketika terjadi perceraian
diharapkan hal tersebut adalah hal yang memang terbaik demi kepentingan anak-

anak dalam perkawinan mereka.
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada dua bab scbelumnya, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa hak asuh terhadap anak yang
masih di bawah umur tidak diberikan kepada pihak ibu adalah kepentingan dari
anak tersebut. Kebiasaan dalam masyarakat kita yang mengganggap bahwa anak
yang masth di bawah umur sebaiknya di asuh oleh ibu lambat laun harus di
tinggalkan karena tidak selalu anak yang berada dalam hak asuh ibu menjadi
anak yang lebih baik daripada anak tersebut jika berada dalam asuhan ayahnya.
Hal ini yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1), yang menyatakan bahwa salah
seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau
lebih u ntuk waktu y ang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga
anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau
pejabat yang berwenang, dengn keputusan pengadilan dalam hal la sangat
melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali. Dan
ketentuan tersebut sebenamya sudah jelas bahwa tidak selalu hak asuh terhadap
anak di bawah umur harus diberikan kepada ibu, karena pada pasal tersebut

disebutkan bahwa “salah satu atau kedua orang tua”, tidak disebutkan bahwa
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“ayah” saja yang dapat dicabut kekuasaannya, jadi dapat disimpulkan bahwa
sebenarmnya Pembuat Undang-undang Perkawinan telah memikirkan sebelumnya
bahwa ibu juga dapat kehilangan hak asuh terhadap anaknya yang masih di
bawah umur ketika ibu terscbut melakukan hal-hal yang discbutkan hal yang

diatur dalam Undang-undang,.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak ayah untuk mendapatkan hak asuh
terhadap anaknya yang masih di bawah umur ialah dengan memberikan bukti
yang kongkret di muka pengadilan mengenai ketidakmampuan ibu dari anak-
anak untuk mendidik ataupun memberikan contoh yang tidak baik kepada anak
sehingga menyebabkan anak tersebut menderita secara fisik dan/ ataupun mental.
Hal tersebut dapat dilakukan oleh ayah dari anak-anak ketika terjadi pertikaian

mengenai hak asuh anak, tetapi ayah juga dapat melakukan kesepakatan dengan

ibu dan anak-anak untuk mendapatkan hak asuh anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh penulis, maka

penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin akan berguna. Saran-sarannya

adalah sebagai berikut:

Hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur sebaiknya tidak selalu
diberikan kepada ibu dengan semena-mena. Selain yang diatur dalam Undang-
undang Perkawinan juga terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan
untuk memberikan hak asuh seperti kondisi lingkungan tumbuh kembang,

kondisi finansial keluarga, dan yang terpenting adalah keinginan dari anak
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tersebut. Tidak baiknya hal-hal tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis
yang buruk bagi anak. Jadi sebaiknya ketika memutuskan hak asuh terhadap anak
di bawah umur hal-hal di atas dapat dipertimbangkan oleh Hakim maupun orang
tua demi sesuatu yang terpenting yaitu kepentingan dari anak-anak tersebut.
Hakim ketika memutuskan perkara perceraian yang di dalamnya terdapat unsur
hak asuh sebaiknya dapat meminta pertolongan dari Komisi Perlindungan Anak
untuk memberikan tambahan pertimbangan mengenai kondisi kejiwaaan anak,
agar putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya mengenai kepada siapa hak
asuh akan diberikan, tetapi juga bagaimana kelangsungan tumbuh kembang dari
anak-anak tersebut.

Dalam Undang-undang disebutkan bahwa baik ibu dan bapak tetap berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan
anak. Sebaiknya ketika terjadi suatu perceraian kepentingan anak dapat menjadi
prioritas, baik ayah maupun ibu dan anak terscout harus meredam ego mereka
masing-masing demi anak-anak mereka. Dalam Undang-undang telah diatur
mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh ayah untuk memperoleh hak asuh
terhadap anaknya, walaupun tidak diatur secara eksplisit. Akan tetapi menjadi
lebih baik jika dalam suatu perceraian telah terdapat suatu kesepakatan mengenai
hak asuh anak baik itu berada di bawah asuhan ibu maupun ayah sehingga
kondisi kejiwaan anak tidak terguncang lebih dalam akibat pertengkaran

memperebutkan hak asuh antara kedua orang tuanya.
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PUTUS AN
NOMOR : 899/Pdt.G/2007/PN.Jak-Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dibawah ini didalam perkara gugatan antara :

JEMMY ROMMY, beralamat di Jalan H.Nurdin No.71 Rt.005/Rw.003, Kelurahan Lebak
. Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya discbut
schagai : PENGGUGAT ;

Mclawan

NOVA V. PONTONH, beralamat di Jalan Wahyub 11 No.11 | Fatmawati, Clandak, Jakarta

Sclatan, selanjutnya dischut scbagai : TERGUGAT

- Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setclah mempelajari'berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

dengan perkara ini ; .

- Setelah memperhatikan bukti-bukti suratdan keterangan saksi yang

diajukan di persidangan ; -
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
ienimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2007

vang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Sclatan pada tanggal 02
Juli 2007 dan didaftarkan dengan Reg.Nomor : 899/Pdt.G/2007/PN.Jak-Sel, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di
Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 10 September 1998 dan telah didaftar
di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 30
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6.

Nopember 1998 sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta Perkawina:
No0.660/JS/1996 ;

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telal

dilahirkan seorang anak yang bemama : JOSHUA BRYAN NATHAN, lahi
pada tanggal 02 April 1999 ;

Bahwa selama tahun pertama dalam Perkawinan tersebut, antara Pengguga
dan Tergugat telah mengarungi masa bahagia sebagaimana layaknya suam
isteri,  sungguhpun ada  masalah-masalah  kecil namun dapat seger.

diselesaikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa lembaga perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang
undang, adalah ikatan lahir dan bathin antara pria dengan seorang wanit

sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia da

kekal, demikian pula maksud semula dari Penggugat ketika menikah ;

Bahwa akan tetapi selang beberapa atahun belakangan ini antara Pengguga
dan Tergugat telah menghadapi kenyataan yang lain dari pada yan
dimaksud semula ketika menikah, dimana antara Penggugat dan Terguga
sering terjadi percekcokkan baik oleh hal-hal yang kecil maupun yang

prinsiil ;

iBahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk menghindar
terjadinya, percekcokan, akan tetapi keduanya tidak berhasil, sehngg:
mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diselamatkan lagi ;--~--------
Bahwa akibat dari setidak cocokan / ketidak harmonisan rumah tangga antar:
Penggugat dan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat sejak tahur
2002 telah pisah tempat tinggal bersama dan tidak ada komunikasi yang baik
Bahwa pertengkaran-pertengkaran/percecokkan yang terjadi membua
keadaan rumah tangga diliputi oleh ketegangan-ketegangan yang membua
beban mental bagi anak Penggugat, sehingga anak Penggugat tersebut tidak
naik ke kelas II dan setelah anak Penggugat tersebut mengikuti Pengguga

tersebut tidak naik ke kelas Il dan setelah anak Penggugat tersebut mengikut:

Penggugat dan Penggugat selalu mencurahkan kasih sayang yang penuh.
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9.

maka anak Penggugat tersebut sudah mulai belajar dengan baik dan tenang
oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidakdiinginkan, satu-satuny
jalan adalah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;---~---
Bahwa sifat dari pertengkaran-pertengkaran dan percekcokan telal
sedemikian memuncaknya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidal
ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah atangga, sehingg.
dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dai
Tergugat sudah atidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lainnya sert
tidak dapat didamaikan lagi, sehingga yang menjadi syarat perceraian sesua

dengan pasal 32 (2) Undang-undang No.iTahun 1974 jo Pasal 19 Peraturai

Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat mohon aga
iMajelis !lakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memeriksa dat

memutuskan ; -

l. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yan;j
dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 1(
September 1998 dan telah didaftar di Kantor Catatan Sipi
Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 199¢
sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinar
No.660/JS/1998, PUTUS karena perceraian ; ———-

3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari seorang anaknya yang
bernama :JOSHUA BRYAN NATHAN, lahir pada tanggal 02 Apri
1999 ;

4.  Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Jakartz
Selatan untuk mendaftarkan Perceraian antara Penggugat dar
Tergugat dalam daftar perceraian yang masih berjalan, setelat

menerima salinan Putusan dalam perkara ini ;

5.  Biaya-biaya menurut hukum ;
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, par:
pihak telah datang menghadap di persidangan oleh karena upaya medias
yang dilaksanakan atidak berhasil, maka pemeriksaan perkara in
dilanjautkan dengan membacakan surat gugatan pihak Penggugat, yang
mana pihak Penggugat dj persidangan menyatakan atetap dalam dalil-dali

gugatannya; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut
pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Agustus 2007

yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
Berdasarkan surat gugatan Perceraian tanggal 2 Agustus 2007
No.899/Pdt.g/2007/PN,Jak-Sel, yang kami terima pada tanggal 3 Agustu:
'2007, dari Penggugat Jemmy Rommy, yang beralamat di JI.H.Nurdir
No.71, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan
mengenai gugatan perceraian, maka saya sebagai Tergugat, Nova Pontoh
beralamat di JI.H.Nurdin No.7]1 Rt.005/Rw.003 Lebak Bulus,Cilandak
Jakarta Selatan, dengan int menyatakan keberatan atas potant No.3 halamar
3. menyatakan Penggugat sebagai wali dari seorang anak yang bemama

Joshua Bryan Nathan, lahir pada tanggal 2 April 1999 ;

Dan point No.8 halaman 2, bahwa pertengkaran pertengkaran/percekcokar
yang terjadi membuat keadaan rumah tangga diliputi oleh keterangan yang
membuat bcban mental bagi anak Penggugat, sehingga anak Pengguga
tersebut tidak naik kekelas 2 dan setelah anak Penggugat tersebu
mengikuti Penggugat dan Penggugat selalu mencurahkan kasih sayang
yang penuh, maka anak Penggugat tersebut sudah mulai mencurahkar
kasih sayang yang penuh,maka anak penggugat tersebut sudah mula
belajar dengan baik dan tenang,oleh karena itu untuk menghindari hal-ha

yang tidak diinginkan,satu satunya jalan adalahmemutuskan perkawinar

antara Penggugat dan Tegugat. -
Berdasarkan poin tersebut diatas , yang menurut saya tidak sesuai dengar

keadaan yang sebenarnya yakni : Pertengkaran pertengkaran /percekcokar
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yang terjadi diantara kami dikarenakan adanya kehadiran orang ketiga,y:
terjadi mulai bulan Februari 2005.Dan mengenai anak kami yang tidak r
kelas (dari kelas | ke kelas 2) pada bulan Juni 2006 karena kami ser

bertengkar disebabkan masalah tersebut,sehingga anak kami ti

mengikuti ujian.

Maka dengan ini saya mohon agar keputusan untuk Hak Asuh A
menjadi Hak Asuh bersama dan Anak tersebut tinggal bersama saya -
ibunya,supaya anak tersebut bisa mendapatkan kasih sayang yang penuh
Dan sebagai ayah yang bertanggung jawab terhadap Anak,sup

memberikan tunjangan Pendidikan dan Tunjangan biaya Hidup untuk a

kami.

Menimbang,bahwa terhadap jéwaban pihak Tergugat tersebut,pi
Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik begitu juga pihak Tergt
menyatakan tidak akan mengajukan duplik ;-

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,Pi
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-0l s/d P
sebagai berikut

Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk No.09.5498.240775.8520 tertanggal
Agustus 2006 ( Bukti P-1);

Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Jemmy Rommy dan Nova Vem
Pontoh , tertanggal 10 September 1998 No.l7/IX/PN/BS/98 dikeluarkan ¢
Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Sion Cilandak ( Bukti P-2)----n-eeemmeee.
Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Jemmy Romy dan Pontoh N
Vemuny, tertanggal: 30 Nopember 1998 No.660/JS/1998 yang dikeluarkan o
Kepala Bantuan Pelaksana Catatan Catatan Sipil Kotamadya Satuan Jak

Selatan (Bukti P-3) ;

Foto copy Surat Keterangan Lahir Joshua Bryan Nathan, tanggal 19 April |
No.474.1/139-Cs/1999 ( Bukti P-3b) ;
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5. foto copy Kartu Keluarga No.Seri 1047028 yang dikeluarkan oleh Kecamat:
Cilandak Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan ( Bukti P-4) ; ----eeeceveaeoem
Menimbang,bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokan deng:
aslinya,dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya,oleh karena bukti sur
tersebut telah diberi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat diterin

sebagai alat bukti yang sah dan selajutnya dilampirkan kedalam berkas perkara i
sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Penggugat ; -

Menimbang,bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat seperti terseb
diatas,pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah -
persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -
I Saksi : SAIFUL ROZAK .

- Bahwa,saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat karena rums

saksi bertetangga dengan mereka dan saksi sering disuruh-suruh ole

keluarga mereka ;

- Bahwa,antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang tels
menikah sekitar 9 tahun yang lalu dan mempunyai seorang anak laki-lal

yang berusia 8 tahun yang diberi nama Joshua ;

- Bahwa,pada mulanya mereka tinggal dalam satu rumah,akan tetaj

sckarang sudah pisah rumah,karena pihak Tergugat meninggalkan ruma

mereka ;

- Bahwa, pihak Tergugat meninggalkan rumah tangganya karena diantar

mereka sering bertengkar dan sakasi pernah mengetahuinya ;-——--==e-en---.

Bahwa,sekarang yang merawat Joshua adalah pihak Penggugat yan

dibantu oleh adik dan ibunya ;

Bahwa,pihak Fenggugat adalah seorang karyawan dan mempuny:

penghasilan yang cukup,sehingga biaya pendidikan dan segala kebutuha
Joshua dipenuhi oleh pihak Penggugat ;

Menimbang,bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak aka

mengajukan saksi-saksi dan bukti lagi melainkan hanya mohon putusan ;-------=------
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Menimbang,bahwa sampai dengan dijatuhkan putusan ini,pihak Tergug:
tidak pernah mengajukan bukti-bukti dan saksi j--eee-smeseeeemmeceonmmenneeo e neee
Menimbang,bahwa untuk mempersingkat isi pulusan ini maka terhada

segala sesuatu yang tidak diuraikan dalam putusan ini majelis akan menunjuka

kepada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;
o]

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan pihak penggugat adalah seperti tersebu

di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berdomisili hukum di JIn
'\Vzlhyu 8 NO. 11 Fatmawati, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan mak:
berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR yang menentukan bahwa : gugatan-gugatat
perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri
diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh penggugat atau olet
kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidal
mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang
sebenarnya , dan kusus pasal 20 ayat | PP No. 9 tahun 1975 menentukan bahw:
gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilar
yang daerah hukumny'a meliputi tempat kediaman tergugat, maka Pengadilar
Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan pihak penggugat, jawaban

tergugat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka dapat

diperolch adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa, antara pihak penggugat dengan pihak tergugat telah
melangsungkan perkawinan mereka di Jakarta pada tanggal 10 September

1998 di Gereja Bethel Indonesia yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

pada tanggal 3) Nopember 1998 dengan Kutipan Akta Perkawinan

nomor : 660/JS/1998 ;
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- Bahwa, dari perkawinan mereka pada tanggal 02 April 1999 telah lahi
seorang anak laki-laki yang diberi nama JOSHUA BRYAN NATHAN ;--
Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Terguga
selalu rukun akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidal
harmonis lagi , bahkan sejal 5 tahun yang lalu pihak Tergugat telal

mennggalkan rumah tangga mereka ;--- .——- c—

- Bahwa, yang mengasuh dan merawat Joshua adalah pihak pengguga
yang, dibantu oleh adik dan ibu Penggugat *

- Bahwa, segala biaya pendidikan dan biaya hidupsehari-hari Joshu:
dibiayai oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan sekarang adalah apakal
benar telah terjadi percekcokan antara pihak penggugat dan tergugat, dan apakat
pihak penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pihak penggugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priz
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumat
tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;————-

Menimbang, bahwa di dalam suatu perkawinan antara suami dan istri
mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, wajib saling cinta mencintai,
normat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu
kepada yang lainnya ( vide pasal 31 ayat | dan pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 ;-—-

Menimbang, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib
mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya . Jika suanmi atau istri melalikan
kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan ( vide
pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 ) ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 38 UU no. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putusan karena :

a. kematian;

b. perceraian ;

¢. atas keputusan Pengadilan ;
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Menimbang, bahwa ada beberapa ajaran agama dan ajaran kepercayaan y:
menganggap bahwa suatu perkawinan adalah suatu hal yang sangat sac
Pertemuan antara wanita dan pria itu adalah kehendak yang Maha Kuasa, sehing
mereka meyakini oleh karena yang Maha Kuasa yang menghendaki mere
dipertemukan dalam perkawinan, maka perkawinan mereka hanya akan berak
Juga karena kehendakNya, yakni jika salah satunya meninggal dunia. Su:

perceraian adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alas:
antara lain diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami is

lagi ( vide pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 ) ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 19

ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
f.. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran d
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;~--—s-eemvn

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, maka tel:

diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidt
rukun dan damai , akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga mereka senng terja.

perselisihan danpercekcokan ;

- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup sat

rumah lagi dimana pihak Tergugat telah meninggalkan kediaman bersamany

dengan Penggugat ; S

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia yang terungkap di persidannga
seperti tersebut di atas, maka menurut majelis hakim telah terbukti adany
percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan antara piha
penggugat dan pihak tergugat akan dapat hidup rukun kembali, sehingga alasai

gugatan pihak penggugat tersebut telah memenuhi alasan keentuan pasal 19 huruf
PP No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu hal yang sangat menyakitkat

semua pihak. Baik bagi pihak penggugat , pihak tergugat apalagi jika dalan
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perkawinan tersebut ada anak atau anak-anak, karena mereka anak-anaklah yanjg

akan menderita akibat perceraian orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu tujuan perkawinan adalah membentul
keluarga yang sejahtera hidup rukun dan damai serta kekal abadi, akan tetap
apabila tujuan yang mulia itu tidak terwujud, maka perceraianlah jalan yang paling
baik karena mempertzhankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, tidal
dapat hidup rukun kembali, tidak dapat saling mencintai lagi, tidak dapat salin)
menghargai lagi satu sama lainnya, adalah sama dengan membiarkan tubuh in

dihingapi benalu rumah tangga atau kanker rumah tangga yang berujung pad:

suatu kematian secara pelan tapi pasti dari rumah tangga itu ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terura
di atas, maka alasan gugatan pihak penggugat adalah tidak bertentangan denga

hukum, maka oleh karena itu gugatan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan pihak Tergugat yang memohon agar hak asul
anak mereka yang belum dewasa diberikan kepada pihak Tergugat, maka menuru
majelis oleh karena bagi anak yang belum dewasa ikatan emosional lebih deka
kepada si ibu, maka hak asuh tersebut ada pada pihak Ibu, kecuali dani hasi
pemeriksaan di persidangan terbukti si Ibu mempunyai adat kebiasaan yang buru
atau menyimpang sehingga kehidupan masa depan si anak tidak terjamin lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, telah terbuk
bahwa pihak Tergugat sejak lima tahun yang lalu telah meningalkan ruma

tangganya, maka tuntuan agar pithak Penggugat ditetapkan sebagai wali dari ana

hasil perkawinan mereka tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar peceraian ini sah dan berkekuatan hukum, mak
diperintahkan kepada Panitera | I;engadilan Negeri Jakarta Selatan untu
mengirimkan satu ekxemplar salinan putusan ini kepada Kantor catatan Sipil DK

agar perceraian tersebut dicatat di dalam register perceraian tahun yang sedan

berjalan ;
Menimbang, bahwa walaupun gugatan ini dikabulkan , akan tetapi didalar

perkara peceraian biava perkara dapat dibebankan kepada siapa saia yang menun

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



majelis adalah pihak yang mampu, maka kepada pihak penggugat lah dihukun

untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yan;

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat ;

2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara pihak Penggugat dengan pihal
Tergugat yang d'langsungkan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 3(
Nopember 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 660/JS/199:
yang diterbitkan Kepala Satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakart
Selatan, putus karena perceraian ;

3. Menyatakan, bahwa pihak Penggugat adalah wali orang tua dari anak merek:
yang belum dewasa yakni : JOSHUA BRYAN NATHAN, lahir d
Tangerang tanggal 02 April 1999 ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untul
mengirimkan satu ekxemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipi

Kotamadya Jakarta Selatan, dengan perintah agar perceraian ini dicatat d

dalam register untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesa

Rp.194.000,-( seratus sembilanpuluh empat ribu rupiah );

Demmikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musawarah majelis paa har
ini Selasa tanggal 25 September 2007 oleh kami GATOT SUHARNOTO, SH
sebagai Ketua Majelis dengan H. WAHYONO, SH.Mhum dan ASWAN
NURCAHYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebu
diucapkan pada hari ini kamis tanggal 2 Oktober 2007 dalam sidang yang terbuk:
untuk umum, oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
dengan dibantu oleh UMIARTI , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Neger
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Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadimya pihak

Tergugat -
Biaya-biaya :
Administrasi....Rp.  50.000,-
Materai......... Rp. 6.000,-
Redaksi......... Rp. 3.000,-
Panggilan...... Rp. 135.000.-

Jumlah.. Rp. 194.000,-
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PUTUS AN
Mo, 202/Pdt.G/2007/PM.Jkt.Pat,

“DEMI KEADILAN BEPDASARKAN KETUANNAN YANG MAILA ESAY

Fengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan
mengadili  perkara-perkara perdata menjatuhkan Putusan
sebagai berikut atas perkara :

TITUT PURWANTI, Pokerjaan : 1bu Rumah Tangga, Agama @

Kristen, Beralamat di Jalan Karet Ps.Baru
I1 KRe.007/05, Karet Tengsin, Kecamataen
Tar.ah  Abang, Kotamadya Jarata Pusat.,
Selanjutnya disebut sebagai .... PENGGUGAT ;

M E L A W A N

SATIA B RITONGA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, HAguma

Kricsten, DBeralamat di Jalan Karet Ps.8aru
1T Ke.007/0%, Karet Tengsin, Kecamatan

‘tanah Abang, Kotamadya <Jarata Puszat.,

Selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT ;
Pengadi lan Heg2ri tersebut ¢
T+ tah membaca surat-suwrat perkara yang bersangkuctan ;

Tz2lah mendengar Pangqugat dan saksi-saksi ;

Telah memperhalirzan surat-surat bukti dan berita acara

Persidangan perkara ;

TENTANG DUDUX PERKARA

Menimbzng, bahwa Penggugat dengan surat gqugatan yang
didaftarkan di hepaniteraan tengadilan Neger: Jakarta Pusat
tanggal 05 Juni 2667, register 202/Pdt.G/2007/PN.JkL.Pst

menggugat Tergugat tersebut diatas berdasackan hal-hal
sebagai berikut :
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Bahwa antara Penggugal wan Tergugat telah melangsungkan
perkawinan dihacapan pemuka agama Kristen yang bernama
TOTOK SUBIYANTO, pada tanggal 28 April 1997 dan telah
didaltarkan dikantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
pada tanggal 13 Mei 1997, sesuai dengan kutipan Akta
Perkawinan No.53/G/JP/1997 ;

Bahwa anata perkawinan Penggugat dan Terqugat teclah
dikarunia anak 2 (dva) orang, 1. SEKAR ARUM TURMA, Lahir
tanggal 20 Juni 1998, 2. BARDAN KUSUMA BERNARDO, lahir
tanggal 29 Nopember 2000, Akta Kelahiran
No.1472/U/JP/2000, tanggal 1 Desember 2000, yang
diterbitkan oleh Suku Dinas dan catatan sipil Propinsi
DK1 Jakarta :

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tcrgugat pada
awalnya <diharapkan dapat berjalan dengan damai dan
bahagia dalam membentuk sebuah keluarga/rumah tangga

yang bahagia dan kekal ;

Bahwa ternyata kebahagiaan dan kedamian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat selama ini tidak pernah terwujud,
oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

kecocoxkan lagi dalam berumah tangga ;

Bahwva akibat dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi dikarenakan tidak pernah
berkomunikasi/kerbicara terhadap Penggugat maka
enggucat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat

tersebut ;

Bahwa dari pinak keluarga telah Dbeberapa kali
mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil maka
bagi Penggugat tidak ada jalan lain untuk memecahkan

persoalan ini selain dengan jalan perceraian :

Bahwa apabila hal demikian Letap dipertahankan maka akan

berakibat buruk bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-
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anak Penggugat dan Tergugat yanyg masih dibawah umur pada
masa-masa yang akan datang, dengan demikian sebagaimana
diamanatkan dalam undang-undang perkawinan Nomor.l Tahun
1974 tidak tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan

Terqugat diputus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya ;

8. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan
Tergugat tersebut, maka anak yang masih dibawah umur
dibawan perwalian Penggugat sebagai Wali Ibu untuk
mengasuh, merawat serta mendidik anak tersebut hingga

mencapai usia dewass ;

9. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan
Tergugat terscbut, maka anak masih dibawah umur dibawah
perwalian Pengcugat sebagai Wali Ibu untuk mengasuh,
merawat serta nendidik anak tersebut hingga mencapai

usia dewasa :

Maka berdasarkan hal-hal tersebut- .diatas Penggugat mohon
kepade Bapak Ketua Majelis Ilakim wuntuk dapat Kkiranya
mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Fenggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatékan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang
bernama : TOTOK SUBIYANTO pada tanggal 28 April 1997 dan
telah dicaftarkan dikantor catatan sipil propinsi DKI
Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan kutipan
akta perkawinan No.55/G/JP/1997, putus karena perceraian
dengan segala akibat hukum ; '

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil
Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan didalam register
yang tersedia untuk itu ;

4. Menetapkan bia'ra perkara menurut hukum ;
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Apabila Majoelis Hagim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang

secadil-adilnya (ex aequo et bcno) ;

’ ~

Mcaimbang, balkwa pada hari Sidang vyang telah
ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya : A.
MUHAJIR SODRUDDIN, SH, MH, LUKMAN HAKIM, SH, MH, JURZAL
DWI, SH, MH Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm MUHAJIR
SODRUDDIN & PARTNERS, beralamat di Wisma Bungamas, Lantai
1-3, Jalan Blora No.34-35, Jakarta Pusat, Jakarta 10310,
berdasarkan surat kuasa khusus Juli 2007 sedanqgkan Tergugat
didampingi oleh Kuasa llukumnya : PURGATORIO, SH, (AYAN
BRILL1AN, Sil, TRI HANDONO, S!i, MORINA S.K, SH Advokat dan
Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HANDAREKSA yang bertindak
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di
Jalan Asem 1II No;27, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta
Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli
2007, Nomor : 21/SK/Pdt-Pcr/HDR/VI/O07 ;

’

Majelis Hakim telah menyarankan untuk bermediasi agar
Penggugat supaya bercdamai dengan Tergugat, namun Penggugat
menolak karena dirinya telah keluar dari rumah kediaman
akibat oleh Tergugat tidak mau hidup bermandiri, oleh
karena itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan
surat gugstan Penggugat, dan atas pembacaan mana Kuasa

Hukum Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyhadap

di Persidangan dan Persidangan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat
tersebut, Tergugat menanggapinya dengan mengajukan Jawaban
secara tertulis pada hari Persidangan tertanggal 06 Agustus
2001 sebagai berikut
1. Bahwa Tergugat tidak menyangkal telah melangsungkan

perkawinan dengan Penggugat dihadapan pemuka agama
Kristen yang bernama : TOTOK SUBIYANTO, pada tanggal 29
April 1997 dan telah didaftarkan dikantor catatan sipil
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t'ropinsi ORI vokarta pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai
dengan lkutipan akta perkawinan No.53/G/JP/1997 (vide
bukti 01) ;

Bahwa Tergugat sesungguhnya tetap ingin mempertalankan

rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat,

dikeranakan atas dasar keimanan Tergugat dan Pengguget
yang melangsungkan perkawinan secara kristiani.

Tergugat tetap ingin mencapai kebahagiaan rumah tangga

bersama-sama dengan Penggugat dikarenakan hubungan

perkawinan yang sudah berjalan selama 10 tahun, dan
telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama

1. SEKAR ARUM TIUFMA, lahir tanggal 20 Juni 1998, akta
kelahiran N©.225/U/JP/1998, tanggal 3 Juli 1998
(vide bukti 02) : .

2. BARDAN RKUSUMA BERNARDO, 1lahir tanggal 29 Nppember
2300, akta kelahiran No.1472/U/JP.2000, tanggal 1
Des:zmber 2000, yang diterbitkan oleh Suku Dinas dan
catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (vide bukti 03) :

Yang masih perlu bimbingan dan kasih sayanyg kedua orang

tuanya ;

Bahwa hasil mediasi antara Tergugat dan Penggugat,
dimane "~ Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dan
Fenggugat talah menyatakan dalam proses sidang mediasi
terscbut, untuk menyerahkan hak perwalian/hak asuh
kepada Tergugat sertea mencabut gugatan hak
asuh/perwalian anak dalam gugatan perceraian yang
diajukan Penggugat, berdasarkan alasan perkembangan
psikologis anak-anak yang selama ini tinggal/dekat

dengan Tergugat (vide bukti 04) ;

Maka berdasarkan segala apa yang tersebut diatas, Tergugat

memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat berkenan memutuskan :

Menolak gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat atau
setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
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- Menetapkan hak perwalian anak sesuai dengan surat
pernyataan ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahw~a untuk meneguhkan dalil-dalil
gugatannya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat-
surat bukti bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan
surat-surat aslinya dan ternyata sesuai, bertanda bukti P-
1, ¢-2.a, P-2.b, P-3 dén P-4 berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Akta Perkawinan
Ne.53/G/JP/1997, antara RITONGA, SATIA HABONARAN dan
T1TUT PURWANTI (Bukti P-1) ;

2. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran
No.225/U/JP/1996, atas nama SEKAR ARUM TIURMAN (Bukti P-
2.a) :

3. Fotocopy dari Lotocopy surat Akta Kelahiran
No.1472/0/3P/2000, atas nama BARDAN KUSUMA BERNNARDO
(Bukti P-2.b) :

4. TFotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan
mengasuh, merawat serta mendidik anak-anaknya dari SATIA
BONAR RITONGA tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti P-3)

5. Iotocopy c¢opy dari fotocopy surat pernyataan surat
menggugat cerai atas nama SATIA BINAR RITONGA dari TITUT
PURWANTI tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti P-4)

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut
diatas, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang
saksi yang bermama : LUGINO dan DWI LESTARI bt SUPOMO,

keduanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan yan, lain

sebagai berikut :

¥ lahwa saksi sebagai orang tua dari Penggugat dan
Tergugat sebagai Mantu ;

® Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami
isteri :
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Balwa Penggugal dan Tergugat melangsungkan perkawinan
pada tanggal 28 Mes 1997 di Gereja ;

Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak :

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan
saksi tahunya dari anak saksi sebagai Penggugat
bercerita kepada orangtuanya, bahwa Penggugat seckarang
Kozt tetapi xalau Terqugat selaku Suaminya memanggil
untuk mengurus anak-anaknya, Penggugat selaku isteri
datang ketempat tinggal suaminya ;

Bahwa Kchidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok
dan sudah tidak rukun ;

Bahwa saksi mengetahui anak-anaknya ikut dengan ayahnya
(Tergugat) : .

Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka memberi
nafkah atau tidak terhadap Penggugat (Isterinya) :

Bahwa saksi mengetahui SEKAR ARUM TIURMAN dan BARDAN
KUSUMA  BEPNARRDO  sebagai Cucu  saksi dari hasil
Perkawinan Pen¢gugat dan Tergugat ;

Bahwa sepengetahuar saksi Penggugat dan Tergugat sering
cek-cok sampai hari ini sudah lebih 4 (empat) Tahun 2
(dua) bulan :

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat selaku suaminya tidak
pernah'berbicara dengan Penggugat selaku isterinya ;
Bahwa saksi pernah ingin mendamaikan antara Penggugat
dengan lergugat ;

Bahwa saksi sudah beberapa kali ingin mendamaikan tetapi
yang menjalankan sudah tidak ingin kembali karena tidak

nyaman dan aman ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan

sural.-suralt. bukti bermaterai cukup, telah dicocokkan daengan

sural-surat aslinya dan ternyala sesnuai, bertanda bukti T-1
s/d T-4 berupa

1.

Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Akta Perkawinan
No.53/G/JdP/19Y7, antara RITONGA, SATIA HABONARAN dan
TITUT PURWANTI (Bukti T-1)

’
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2., {otocopy dari fotocopy surat Alita Kelahiran
No.225/0/3P/199L, atas nama SEKAR ARUM TIURMAN (Bukti T-
2) :

3. Fotocopy dari fotocopy surat Akta Kelahiran
No.1472/4/JP/2007, atas nama BARDAN KUSUMA BERNNARDO
(Lukei T-3)

4. Fotocopy copy dari fotocopy surat pernyataan surat
mengqugat cerai atas nama SATIA BINAR RITONGA dari TITUT
FURWANTI tertanggal 25 Juli 2007 (Bukti T-4)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan
1 (satu) ocanq seksi yang bernama : UGARITA SARASI RITONGA,

dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut : ‘

M Bahwa saksi sebagai adik Kandung dari Tergugat dan saksi
sebagai adi¥ ipar dari Penggugat ;

W Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan
Tergugat adaiah sebagai suami isteri ;

B Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinén kurang lebih sudah 4 (empat)
tahun ;

O Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat menpunyai 2 {dua) orang anak masing-masing
bernama SEKAR APUM TIURMAN dan BARDAN KUSUMA BERNANRDO :

B Bahwa masing-masing anak Penggqugat dan Tergugat vyang
paling besar berumur 8 Tahun dan yang paling kecil
berumur 7 Tahun ;

B Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Penggugat dan
Tergugat saat sekarang ini tinggal dengan Tergugat
selaku ayahnya ;

B Banwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada Xomunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa pembuktian dari Kuasa Hukum Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat telah cukup dan tidak akan

mengajukan kesimpulan, melainkan mohon Putusannya ;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUNM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan atas
Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas

Menimbang, bahwa inti pokok dari surat gugatan
Penggugat terhadap Tergﬁgat dalam perkara ini adalah
Penggugat (sebagai Isteri) menggugat atau  menuntut
Perceraian dari Tergugat (Suaminya) dengan alasan bahwa
kebahagian dan kedamian rumah tanéga dan Tergugat selama
ini <idak perrah terwujud, oleh karena Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada kcecocokkan lagi dalam berumah
tangga dan akibat dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis laci dikarenakan tidak pernah
berkomunikasi/berbicara terhadap Penggugat maka Penggugat

sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari scgala sesuatunya
yang berhubungan dengan perkara ini, maka ternyata yang
menjadi masalah pokok adalah apakah gugatan perceraian yang
diajukan oleh Fenggugat terhadap Tergugat telah beraiasan
menurut Undang-undang dan bagaimana status dari anak mereka
tersebut yang hal ini diatur dalam Undang-undang No.l Tahun
1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya vyaitu
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan
apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya
berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dalam perkara

ini

Menimbang, bahwa Penggugat pada 9okoknya memohon agar
menyaltakan perkawinan anlara  Penggugat  dengan  ‘Tergugal.

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

'

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang untuk melakukan
perceraian harus cukup alasan antara lain bahwa antara

suami-istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam
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rumals  Langya sebagal  sSuami-istri  korena Lecus  menerus
terjadi ocerselisihan/pertengkaran serta tidak ada harapan
akan hidup rukun dalam rumah tangga (Pasal 39 ayat 2 UU
No.1l Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975) :

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan
Penggugat didalam surat gugatannya yang telah didukung oleh
alat bukti surat P-1 S/d P-4 dan keterangan saksi serta
berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara
sah pada tanggal 18 April 1997 dan mereka telah berpisah

rumah sampai denjan saat ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan
Terqugat tidak dapat lagi cipertahankan karena diantara
mereka tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga sebagai suami~istri sehingga perkawinan mereka
tersebut harus dinyatakan putus karena perceraian dengan
seqgala akibat hukumnya dan denQan demikian ' tuntutan
Pengougat  harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan

patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa tentang 2 (dua} orang anak Penggugat
dan Tergugat yang saat ini nasing-masing berumur 9 Tahun
dan 6 tahun atau tinggal bersama Tergugat dan anak-anak
tersebut menghendaki tetap bersama Tergugat sebagai orang
tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi
kelangsungan hidup anak mereka tersebut patut untuk
diserahkan pemeliharaannya tetap dibawah asuhan Tergugat
dan oleh karena itu tuntutan Tergugat beralasan menurut
hukum dan patut untuk dikabulkan T~berdasarkan surat
pernyataan Penggugat (Isteri) tertanggal 25 Juli 2007 yang
ditandatangani oleh TITUT PURRANTI ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugjat dinyatakan gputus karena perceraian dan
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perkawinan merceka tersebut telah tercatat di Kantor Calatan
Sipil Jakarta Pusat, maka sesuai dengan ketentuan yang
berlaku putusaun perceraian tersebut harus
didaftarkan/dicacatkan didalam daftar yang disediakan untuk
itu dan oleh karenanya sehelai dari salinan putusan
perceraian ini yang telah Dberkekuatan hukum tetap

dikirimkan kepada Pegawai Catatan Sipil Jakarta Pusat

Menimbang, bahwva dengan Pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan
dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus
dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan
seluruiinya maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus
aibebankan koepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan

dilam amar putusan ini
Mer.gingat Pasal-pasal dari Undang-undana No.l Tahun
1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta

Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADTITILTI :

1. Mengabulkan gugatan Pemnggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang
bernama : TOTOK SUBJIYANTO pada tanggal 28 April 2007 dan
telah didaftarkan dikantor catatan “sipil Propinsi DKI
Jakarta, pada tanggal 13 Mei 1997 sesuai dengan kutipan
Akta Perkawinan No.53/G/Je/1997, Putusan karena

perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Memerintankan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan

salinan Putusan i1 i yang telah memperoleh kckuatan hukum

Hak pengasuhan..., Yudhi Huang, FH Ul, 2008



(]
tetao kepada Dinas  Kependudukan  dan catatan  sivil
Propinsi DKI Juakarta untuk didaftarkan didalam register
yang tersedia untuk itu ;

’

Menetapkan anak Pengaugat dengan Tergugat Masing-masing
bernama :

A, SERAR ARUM TYURMA, lahir di Jakarra pacls
20 Juni 1999 ;

tancaal

L. BARDAM KUSUMA BERNARDO, lahir di Jakarta
tangqgal_ 29 Nopember 2000 ;

pa.la

Dibawah p=m liharaan/asuhan dan perwalian dari %erquoat
tavahnval ;

9 Henghukum  Terquqgat membayar ongkos yang timbnl  dalam

perkara inj dihitung sebesar Rp.194.000,- (seratus

sembilan pulun empat cibn rupiah? -

’

Demikian i Putuskan dalam Permusyawvararan Majelis
Habim Poengadilan Negervi Jakarts Pusat pada hari ¢ R A B U,
tanggal 12 Septemkter 2003 oleh kami E.D PATTINASARANI,
SH,Mil Selaku Ketua dajelis dengan Hakim Anggota MUEFRI, SH,
MH dan MURDIYONO, SH dan diucapkan dalam Persidangan
terbuka unrtulk Umam pada hari @ S E N I N, tanggal 17
September‘2007 oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota
rersabnt  diatas, can dibaatu oleh : DJOKO SANTOSO, SH
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakartia
Pusat oan dibadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan- Kuasa
Hukum Tergugat.

HAKYM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
‘-"%@@W ‘
::::::: i &/ - ‘423f l/cgﬁﬁé?’<-
ir*r\_.ﬂ'{gr -~
MUET RI, SHMI. ‘ E.D. PATTINASARANI, SH. ,MH.
=
~ -

’,/’ MURL TYONO, SH.

PANITERA P, :G—G%I,
4
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Biaya-biaya :

Administrasi ]p. 50.000, -

Redaksi Rp. 3.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Panggilan  _ Rp:.135.000, -
Jumlah Rp.194.000, -
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